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MOTTO 
 
                               
               ...  
 “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), 
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang 
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah…” 
(Q.S. An-Nisa‟ [4] ayat 92) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalan transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا 
Alif 
tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب Ba B be 
ت Ta T te 
ث s\a s\ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J je 
ح h}a h} Ha 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet 
ر Ra R Er 
  
ix 
 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص 
s}ad s} 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض 
d}ad d} 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط 
t}a t} 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ 
z}a ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...’..... koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
  
x 
 
ء Hamzah ...’... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fath}ah A A 
  َ  Kasrah I I 
  َ  Dammah U U 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2.  ركذ  Z|\ukira 
3. بهذي Yaz\habu 
 
b. Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan hururf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda dan 
Huruf 
Nama 
Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ....... ا Fath}ah dan ya Ai a dan i 
و ....... ا Fath}ah dan wau Au a dan u 
Contoh:  
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح H{aula 
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي ....... ا Fath}ah dan alif 
atau ya 
a> 
a dan garis di 
atas 
ي ....... ا Kasrah dan ya i> i dan garis di 
atas 
و ....... ا Dammah dan 
wau 
u> 
u dan garis di 
atas 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rami> 
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4. Ta Marbutah  
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:  
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dammah transliterasinya adalah /t/.  
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلاا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ 
raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T}alh}ah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau  tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu Syaddah atau Tasydid. Dalam 
transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّببر Rabbana> 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لأ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
  
xiii 
 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti 
dengan hururf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajalu 
2. للالجا Al-jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. 
Apabila terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكا Akala 
2. نوذخات Ta’khuz\u>na 
3. ؤنلا An-nau’u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
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berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya. Penggunaan huruf 
awal kapital untuk Allah hanya berlaku bi dalam tulisan Arabnya memang 
lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain 
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 
tidak digunakan. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لوسرلاادممحامو Wa ma> Muhammad illa> rasu>l 
2. ينلماعلا بر هّللادملحا Al-hamdu lillahi rabbil ‘a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan arab huruf 
Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf 
atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam 
tansliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ينقزارلايرخوله هّللا ناو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
2. نازيلما و ليكلا اوفواف Fa aufu> al-kaila wa al-mi>za>na/ 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
  Kharir Nur Annisa, NIM: 152131018, “TINJAUAN HUKUM PIDANA 
ISLAM TERHADAP PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN 
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Putusan di Pengadilan 
Negeri Karanganyar No. 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg)”. Penulis mengambil judul 
skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya praktek pemberian santunan berupa 
materi yang diberikan pelaku kepada korban kecelakaan lalu lintas. Bahkan dalam 
penyelesaian perkara di Pengadilan, pemberian santunan oleh pelaku kepada 
korban kecelakaan lalu lintas seringkali dijadikan dasar pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan. Permasalahan yang diangkat sebagai fokus 
penelitian adalah apakah pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu 
lintas dijadikan pertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam 
terhadap pemberian santunan sebagai pertimbangan putusan hakim No. 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan 
mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menelaah salinan putusan 
Pengadilan Negeri Karanganyar perkara No. 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg. Sumber 
data dari penelitian ini data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum. Bahan 
hukum primer yaitu salinan putusan No. 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg. Bahan hukum 
sekunder yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmu hukum, hasil-hasil penelitian. 
Bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis isi atau kajian isi. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam putusan perkara No. 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg, hakim mempertimbangkan pemberian santunan 
terhadap korban sebagai salah satu hal yang meringankan terdakwa. Dasar hukum 
bagi hakim mempertimbangkan hal semacam ini tidak ada aturan tertulisnya. 
Namun hal ini berkaitan dengan keyakinan hakim. Sedangkan menurut hukum 
pidana Islam dalam perkara No. 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg, santunan yang 
diberikan terhadap korban sebagai uang penganti kerugian dapat disamakan 
dengan diyat. Meskipun diyat bersifat hukuman, namun diyat merupakan harta 
yang diberikan kepada korban bukan kepada kas negara. Sebagaimana yang 
dikemukakan Sayid Sabiq bahwa diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan 
kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) 
dan diberikan kepada korban atau walinya. 
 
Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Santunan, Kecelakaan Lalu Lintas, 
Diyat. 
 
 
 
  
xviii 
 
ABSTRACT 
Kharir Nur Annisa, NIM: 152131018, “THE REVIEW OF ISLAMIC 
CRIMINAL LAWS ON GIVING RELAX TO VICTIM IN TRAFFIC 
ACCIDENT (Study of Decision in Karanganyar District Court 186 No. 186 / 
Pid.Sus / 2017 PN.Krg) ". The author takes the title of this essay triggered by the 
amount of the practice of providing compensation in the form of material given to 
the perpetrators of traffic accident victims. Even in a litigation settlement, 
granting compensation by the offender to the victims of traffic accidents is often 
used as a basis for consideration of judges in decisions. The problem raised as a 
focus of research is whether granting compensation to victims of traffic accidents 
made judges consider in decisions No. 186 / Pid.Sus / 2017 / PN.Krg and how is 
the view of Islamic criminal law regarding the provision of compensation as a 
consideration of the judge's decision Number 186 / Pid.Sus / 2017 / PN.Krg. 
This type of research is a library research that is research by collecting 
research materials by examining a copy of the decision of the District Court 
Karanganyar case No. 186 / Pid.Sus / 2017 / PN.Krg. The data source of this 
research is secondary data which contains legal materials. Primary legal material 
is a copy of the decision No. 186 / Pid.Sus / 2017 / PN.Krg. Secondary legal 
materials are law books, journals of law law, research results. Tertiary legal 
materials are dictionaries and encyclopedies. Data analysis technique used is 
content analysis or study the contents. 
Conclusion that could was taken is in decision case No. 186 / Pid.Sus / 
2017 / PN.Krg, the judge considered giving compensation to the victim as one of 
the things that alleviated the defendant. The legal basis for the judge to consider 
the kind of thing there are no written rules. However, this is related to the judge‟s 
conviction. Where as according to Islamic criminal law in case No. 186 / Pid.Sus / 
2017 / PN.Krg, compensation given to victims as compensation for loss can be 
equated with diyat. Although diyat is punitive, it is a treasure given to the victim 
not to the state treasury. As noted Sayid Sabiq that diyat is a treasure that is 
charged to the perpetrator, because of the occurrence of crime (murder or assault) 
and given to the victim or his guardian. 
 
 
Keywords: Islamic Criminal Law, Compensation, Traffic Accident, Diyat. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk 
terbanyak. Banyaknya penduduk di Indonesia mempengaruhi bertambahnya 
pengguna kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan alat 
transportasi yang efektif dan efesien, sehingga membuat masyarakat terlena 
untuk menggunakannya. Namun dalam menggunakan kendaraan bermotor, 
seringkali mereka mengabaikan peraturan-peraturan lalu lintas yang 
mengakibatkan meningkatnya jumlah kecelakaan. Hal ini dapat dilihat dari 
jumlah kecelakaan lalu lintas di setiap tahunnya yang mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2014, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 
95.906, kemudian ditahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 98.970 setahun 
kemudian angka kecelakaan menembus 6 digit angka yaitu sebanyak 
106.664, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan menjadi 103.228, 
walaupun mengalami penurunan namun  korban yang meninggal mencapai 
30.568.
1
 Adapun berita dari korlantas polri, menunjukkan angka kecelakaan 
pada renggang waktu 29 Desember 2017-31 Desember 2018 sejumlah 
109.693.
2
 
                                                          
1
Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas https://www.bps.go.id/   diakses 12 Pebruari 2019. 
 
2
Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas http://www.korlantas-
irsms.info/graph/accidentData?lang=id  diakses 12 Pebruari 2019. 
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Terjadinya peningkatan angka kecelakaan dipengaruhi beberapa 
faktor antara lain faktor manusia, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan, dan 
faktor lingkungan maupun alam. Namun faktor yang paling mempengaruhi 
adalah faktor manusia, manusia yang kurang berhati-hati dalam 
mengoperasikan kendaraan serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan-
peraturan berlalu lintas. 
Kurangnya pemahaman berlalu lintas merupakan kesalahan manusia 
yang dapat membahayakan nyawa orang lain. Kesalahan-kesalahan seperti 
tidak memberi tanda ketika akan belok, mengendarai dengan kecepatan 
melebihi batas, mendahului dari sebelah kiri, menyeberang jalan dengan tidak 
hati-hati, dan sebagainya. Jika salah satu pelanggaran lalu lintas ini terjadi, 
maka mudah untuk menganggap adanya kealpaan/culpa apabila kemudian 
kendaraan tersebut menabrak kendaraan lain  atau orang dengan akibat ada 
orang terluka berat atau mati.
3
 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jenis tindak 
pidana karena kelalaiannya diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP yang 
berbunyi
4
: 
1.   Pasal 359: barangsiapa karena salahannya menyebabkan matinya 
orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan 
paling selama-lamanya satu tahun. 
2.   Pasal 360 ayat (1): barangsiapa karena kesalahannya 
menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-
lamanya satu tahun. 
                                                          
3
 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2010), cet ke-3, hlm 81. 
 
4
 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor:Politeia,1996), hlm 248. 
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3.   Pasal 360 ayat (2): barangsiapa karena kesalahannya 
menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu 
menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya 
atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-
lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 
4.500,-. 
 
Sedangkan, dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
No. 22 Tahun 2009, sanksi pidana bagi pengemudi yang mengemudikan 
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas diatur dalam pasal 310 yang berbunyi
5
 : 
(1)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).  
(2)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).  
(3)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah).  
(4)   Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa pelaku dalam kecelakaan lalu lintas bisa diajukan ke pengadilan untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, walaupun dilakukan tanpa sengaja 
                                                          
5
 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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atau karena kelalaian namun perbuatannya sudah masuk dalam kualifikasi 
pasal-pasal diatas. Selain harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan 
diatas, pelaku mempunyai kewajiban untuk memberi bantuan materiil kepada 
korban atas kerugian yang telah diderita. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 
235 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan  yang berbunyi
6
: 
(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, 
Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib 
memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya 
pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak 
menggugurkan tuntutan perkara pidana.  
(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat 
Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau 
Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada 
korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan 
tuntutan perkara pidana. 
 
Prakteknya pada akhir-akhir ini yang seringkali ditemui adalah 
pemberian santunan berupa materi (sejumlah uang) yang diberikan pelaku 
dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban. 
Menariknya lagi, dalam penyelesaian perkara di pengadilan pemberian 
santunan oleh pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau 
keluarga korban seringkali dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusannya.
7
 
                                                          
6
 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 
7
 Bagus Prasetyo, dkk., “Analisis Yuridis Pemberian Santunan Kepada Korban Dalam 
Tindak   Pidana   Lalu   Lintas   Jalan”, (Jember:   Fakultas   Hukum,  2013),  hlm. 2.  Dikutip  dari  
repository.unej.ac.id diakses 17 November 2019. 
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Berkaitan dengan pemberian santunan kepada korban dalam 
kecelakaan lalu lintas, penulis mengambil contoh  putusan Pengadilan Negeri 
Karanganyar Nomor: 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg tentang kecelakaan lalu lintas 
yang menyebabkan kematian, menjadi bahan utama dalam pembuatan skripsi 
ini. Terdakwa Tri Joko Raharjo Bin Giman Dwi Karsono dijatuhi pidana 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
8
Dalam kasus 
ini menyebutkan tentang pemberian santunan yang diberikan Terdakwa Tri 
Joko Raharjo Bin Giman Dwi Karsono kepada korban yang dapat menjadi 
pertimbangan hakim dalam memutus.  
Pada akhirnya pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu 
lintas jalan mempunyai arti yang sangat penting. Santunan tersebut nantinya 
akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya sebagai 
alasan yang meringankan bagi terdakwa, sehingga hal tersebut 
melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan 
dalam skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM 
TERHADAP PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN DALAM 
KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Putusan di Pengadilan Negeri 
Karanganyar No. 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok  
permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
                                                          
8
  Salinan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar  No.186/Pid.Sus/2017/PN.Krg, hlm 
14. 
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1.   Apakah pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas 
dijadikan pertimbangkan hakim dalam menjatuhkan  putusan Nomor. 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg? 
2.   Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberian santunan 
sebagai pertimbangan putusan hakim  Nomor. 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk : 
1.   Mengetahui pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas 
apakah dijadikan pertimbangkan hakim dalam menjatuhkan  putusan 
Nomor. 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg 
2.   Mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberian 
santunan sebagai pertimbangan putusan hakim  Nomor. 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini disamping berguna secara pribadi, yakni  sebagai  
sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh juga diharapkan 
berguna: 
1. Dari segi teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan 
pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya prodi Hukum 
Pidana Islam. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan 
7 
 
 
 
pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian 
berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pemberian santunan 
kepada korban dalam kecelakaan lalu lintas. 
2. Dari segi praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para 
penegak hukum dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan 
pemberian santunan kepada korban dalam kecelakaan lalu lintas. 
E. Kerangka Teori 
Kerangka teori merupakan kemampuan seorang peneliti dalam 
mengaplikasikan pola berfikirnya yang dijadikan acuan dasar dalam 
penelitian. Teori yang dijadikan acuan dasar pemikiran disesuaikan degan 
jenis dan obyek penelitian.
9
 Kerangka teorinya sebagai berikut: 
1. Teori-Teori Jari>mah 
Istilah jari>mah mempunyai kandungan arti yang sama dengan 
istilah jina>yah, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi 
bahasa, jari>mah merupakan kata jadian (mas}dar) dengan asal kata jarama 
yang artinya berbuat salah, sehingga jari>mah mempunyai arti perbuatan 
salah. Dari segi istilah, jari>mah diartikan: 
 
 
                                                          
9
 Sofyan A. P. KAU, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan 
Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm 152. 
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     رِْيزْع َت ْوَا ٍّدَحِب اَه ْ نَع ىَلاَع َت ُهّللاَرَجَز ٌةَّيِعْرَش ٌتَارْوُظْحَم 
Artinya: Larangan-larangan syara‟ yang diancam oleh Allah dengan 
hukuman had atau ta‟zir.10 
 
Pada umumnya para ulama membagi jenis jari>mah dalam tiga 
bagian, berikut ini: 
a. Jari>mah H}udu>d 
Jari>mah h}udu>d adalah suatu jari>mah yang bentuknya telah 
ditentukan syara’ sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan 
bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik 
melalui Al-Qur‟an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu, jari>mah ini 
termasuk dalam jari>mah yang menjadi hak Tuhan. Jari>mah - jari>mah 
yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah jari>mah yang 
menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, 
ketentraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Tuhan 
identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, maka pada jari>mah 
ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat jari>mah, baik oleh 
perseorangan yang menjadi korban jari>mah (mujnaa ‘alaih) maupun 
oleh negara.
11
 
Adapun jari>mah yang termasuk dalam kelompok h}udu>d menurut 
para Ulama, ada tujuh macam jarimah, yaitu perzinaan, qaz\af atau 
                                                          
10
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 
3. 
 
11
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung:CV. Pustaka Setia, 
2010), cet ke-2,, hlm 26 
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(menuduh orang berzina), minum-minuman keras, sariqah atau 
pencurian, h}ira>bah atau pembegalan, al-bagyu atau pemberontakan, 
dan riddah atau keluar dari agama Islam.12 
b. Jari>mah Qis}a>s}/Diyat 
Jari>mah qis}a>s}/diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang 
membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang 
yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus 
jari>mah qis}a>s}/diyat ini. Korban atau ahli warisnya dapat memaafkan 
perbuatan si pembuat jari>mah, meniadakan qis}a>s}, dan menggantinya 
dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.13 
c. Jari>mah Ta’zi>r 
Ta’zi>r menurut arti katanya adalah at’ta’dib artinya memberi 
pengajaran. Dalam fiqh jina>yah, ta’zi>r merupakan suatu bentuk 
jari>mah, yang bentuk atau macam jari>mah serta hukuman (sanksi) 
jari>mah ini ditentukan penguasa. Jadi, jari>mah ini sangat berbeda 
dengan jari>mah h}udu>d dan qis}a>s}/diyat yang macam jari>mah dan 
bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara’. Tidak ditentukan 
macam dan hukuman pada jari>mah ta’zi>r  sebab jari>mah ini berkaitan 
dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.
14
 
 
                                                          
12
 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam…, hlm 27. 
 
13
 Ibid. 
 
14
 Ibid., hlm 30. 
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2. Qiya>s 
Qiya>s menurut istilah ahli ushul fiqh adalah menyamakan suatu 
hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa 
yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam ‘illat hukumnya.15 
Dengan demikian qiya>s itu penerapan hukum analogi terhadap hukum 
sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ‘illat akan melahirkan 
hukum yang sama pula.
16
 
Qiya>s terdiri dari 4 unsur, yaitu: 
a. Al-as}l : Sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan 
 tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum.   
Kedua pengertian itu saling melengkapi. 
b. Al-Far’ : Sesuatu yang tak ada ketentuan nash. 
c. Al-„illat : Alasan serupa antara asal dan far’ (cabang) 
d. Al-H{ukm : Hukum yang dipergunakan qiya>s untuk memperluas 
  hukum dari asal ke far’ (cabang).17 
3. Teori Keadilan 
Konsep tentang keadilan adalah bagian terpenting dalam 
menjelaskan hak asasi manusia. Tradisi Islam meletakkan keadilan sebagai 
kewajiban islam. Dengan landasan keadilan akan memberikan hak kepada 
setiap orang. Keadilan yang sempurna berarti mencapai keseimbangan 
                                                          
15
 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka 
Amani, 2003), hlm. 65. 
 
16
 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma‟shum, dkk, (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2017), hlm. 356. 
 
17
 Ibid. 
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yang juga sempurna antara kewajiban dan hak. Dalam al-Qur‟an dan 
hadis, Nabi telah menegaskan bahwa manusia mempunyai hak atas 
pemerolehan hak-hak dan perlindungan di dalam hidup. Di dalam rumusan 
tradisi yurisprudensi Islam klasik bahkan telah disusun tentang hak-hak 
dasar yang ada pada manusia,
18
 yaitu: 
a. Kehidupan (nyawa), 
b. Kemampuan untuk berfikir dan berefleksi (akal), 
c. Hak untuk menikah, mempunyai keturunan dan membesarkannya 
(keturunan), 
d. Hak untuk memeluk dan menjalankan agama, 
e. Hak untuk memiliki harta dan tidak memilii harta yang diambil tidak 
dengan cara yang jujur dan adil (harta).
19
 
Hal ini sejalan dengan teori maqas}id syari’ah, bahwa hukum 
tercipta untuk melindungi kepentingan agama (din), persaudaraan sesama 
warna negara (nafs), prioritas rasionalitas di atas egoisme kelompok 
(akal), keamanan tanah air (mal) dan menghargai pendapat masing-
masing golongan (‘irdh).20 
4. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas 
Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak 
                                                          
18
 Zainul Abas, “Hak Asasi Manusia Dalam Diskursus Pemikiran Islam Kontemporer”, 
Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 13 Nomor 1, 2015, hlm.68. 
 
19
 Ibid. 
 
20
 Muhammad Julijanto, “Dampak Pencabutan Kepres No. 3 Tahun 1997 (Perspektif 
Maqas}id Syari’ah)”, Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta), Vol. 13 Nomor 1, 2015, hlm. 119. 
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diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa 
pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau 
kerugian harta benda.  Adapun kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 
kematian diatur dalam pasal 310 ayat 4 yang berbunyi : 
“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”21  
 
Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian termasuk 
dalam kategori pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja 
karena kesalahan atau qatlu ghairul ‘amdi atau qatlu khat}a’, yaitu 
kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang. 
Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. 
Jadi, matinya korban sama sekali tidak diniati.
22
 
Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja adalah
23
: 
1. Perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati. Artinya si pelaku tidak 
mempunyai niat jahat dengan perbuatannya. Hal itu semata-mata 
karena kesalahan. 
2. Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Artinya kematian si 
korban tidak diharapkan dan ini perbedaan yang prinsip bila 
dibandingkan dengan pembunuhan sengaja, yaitu menjadikan 
kematian. 
                                                          
21
 Undang- Undang  RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 
22
 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung:CV. Pustaka Setia, 
2010), cet ke-2,, hlm 117. 
 
23
 Ibid., hlm. 121. 
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3. Adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian. Kalau 
sama sekali tidak ada kaitannya, baik secara langsung ataupun tidak 
langsung, tidak dapat dikatakan pembunuhan tidak sengaja.  
Umpamanya saja perbedaan tempat antara perbuatan dan akibat atau 
orang (pelaku) tersebut tidak melakukan perbuatan yang dapat 
mengancam jiwa orang lain. 
5. Santunan 
Santuan adalah uang pengganti kerugian karena kecelakaan, 
kematian.
24
Santunan pada dasarnya merupakan hak bagi korban 
kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 240 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang menyatakan:  
Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:  
a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab 
atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah; 
b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas 
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan 
c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.25 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai 
literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan 
dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah peneliti telusuri diantara 
skripsi yang membahas mengenai kecelakaan lalu lintas diantaranya:  
                                                          
24
 Meity Taqdir Qadratillah, dkk. Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 472. 
 
25
 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Pertama, penelitian yang dilakukan Kristianto Joko Susilo NIM.E. 
0003216 dengan judul skripsi “Santunan Bagi Korban Meninggal Atau Luka 
Berat Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kecelakaan 
Lalu Lintas Jalan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” Skripsi 
tahun 2006 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian 
ini membahas tentang pemberian santunan dari pembuat kecelakaan lalu 
lintas jalan yang menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
putusannya.
26
 Perbedaan dengan penelitian penulis bahwa pada skripsi yang 
ditulis di atas adalah hanya menganalisis isi putusan secara hukum positif saja 
sementara dalam penelitian penulis adalah meneliti putusan yang ada di 
Pengadilan Negeri Karanganyar dengan nomor putusan 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg yang menganalisis dengan hukum pidana Islam. 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sultan Tirta Mulya Habibie 
Nim 1221020032 Dengan Judul Skripsi “Tinjauan Terhadap Sanksi Hukum 
Kecelakaan Kendaraan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain 
Menurut Hukum Islam” Skripsi Tahun 2017  Mahasiswa Fakultas Syariah 
UIN Raden Inten Lampung. Penelitian tersebut membahas tinjauan Hukum 
Islam dan Hukum Positif tentang sanksi hukum terhadap kecelakaan 
kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
27
 Secara struktur 
                                                          
26
 Kristianto Joko Susilo, Santunan Bagi Korban Meninggal Atau Luka Berat Sebagai 
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Kasus di 
Pengadilan Negeri Surakarta), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 
2006. 
 
27
 Sultan Tirta Mulya Habibie, “Tinjauan Terhadap Sanksi Hukum Kecelakaan Kendaraan 
Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas 
Syariah UIN Raden Inten. Lampung. 2017. 
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pembahasan akan sama, namun yang berbeda adalah fokus penulis yang 
tertuju pada pemberian santunan yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara Nomor: 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Qoatur Rizkiyah Nim 
132211100 Dengan Judul Skripsi “Penerapan  Restorative Justice dalam 
Perkara Kecelakaan lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut 
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 
87/Pid.Sus/2014/Pn.Jpa)” Skripsi Tahun 2017 Mahasiswa Fakultas Syariah 
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian 
tersebut membahas tentang penerapan restorative justice dalam perkara 
putusan nomor 87/pid.sus/2014/PN.Jpa dalam hukum positif yang telah 
terpenuhi.
28
 Secara struktur pembahasan akan sama, namun yang berbeda 
adalah fokus penulis yang tertuju pada pemberian santunan yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
Keempat, Jurnal Lex Crimen yang ditulis oleh Evanggelin Oktavian 
Hesti Utami Kapoh dengan judul “Ganti Rugi Terhadap Keluarga Korban 
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang 
Tanpa Menghapus Atau Mengurangi Pertanggung Jawaban Pidana”. Dalam 
Jurnal ini membahas bahwa setiap santunan yang diberikan kepada korban 
kecelakaan lalu lintas jalan ini nantinya akan dipertimbangkan dalam 
                                                          
28
 Qoatur Rizkiyah, “Penerapan  Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan lalu Lintas 
Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 
87/Pid.Sus/2014/Pn.Jpa)”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo. Semarang. 
2017. 
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memeriksa dan mengadili perkara kecelakaan lalu lintas jalan tersebut sebagai 
hal yang meringankan bagi terdakwa.
29
 Perbedaan dengan penelitian penulis 
bahwa pada skripsi yang ditulis di atas adalah hanya membahas ganti rugi 
secara hukum positif saja sementara dalam penelitian penulis membahas 
santunan dalam hukum positif juga dalam hukum Islam. 
Karya-karya di atas memiliki kesamaan permasalahan dengan 
penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang sanksi bagi pelaku 
pembunuhan tidak disengaja yang disebabkan adanya kecelakaan dan juga 
tentang santunan secara hukum positif. Sedangkan perbedaannya adalah 
penulis meneliti tentang santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas dalam 
hukum pidana Islam pada putusan No. 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pada prinsipnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kepustakaan (library research). Disebut sebagai penelitian kepustakaan 
karena sumber data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sumber 
data kepustakaan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor: 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif 
adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan 
                                                          
29
 Evanggelin Oktavian, “Ganti Rugi Terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas 
Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Tanpa Menghapus Atau Mengurangi 
Pertanggung Jawaban Pidana”, Jurnal Lex Crimen, (Manado) Vol. 7 Nomor 10, 2008. 
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serta norma hukum yang ada dalam masyarakat
30
. Dengan demikian, 
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data yang terkumpul 
berupa tulisan, bukan angka. 
2. Sumber Data Penelitian 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber data sekunder. Data sekuder antara lain mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan 
dan sebagainya.
31
Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal 
dengan bahan hukum dalam penelitian hukum,
32
 dikelompokkan 
menjadi: 
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 
yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, 
yaitu :
33
 
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
                                                          
30
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), cet ke-4. 
hlm.105.  
 
31
 Amiruddin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30. 
 
32
 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157. 
 
33
 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum…, hlm. 23. 
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4) Salinan Putusan hakim No. 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg tentang 
pemberian santunan pada kecelakaan lalu lintas. 
5) Al-Qur‟an, hadis, buku Fiqh Jinayah, Fiqh as-Sunnah. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-
buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum,  jurnal 
ilmu hukum.
34
 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 
kamus dan ensiklopedia.
35
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek 
arsip. Oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan 
menggunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. 
Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Aplikasi dokumentasi dalam 
penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan nomor: 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg sebagai sumber bahan primer, serta 
                                                          
34
 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum…, hlm. 23. 
 
35
 Ibid., hlm. 24. 
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dokumentasi teori-teori tentang Hukum Pidana Islam sebagai bahan 
sekunder. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan 
data, dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data, 
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 
dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal 
yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang 
terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data 
yang diperoleh kemudian dianalisis.
36
 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode 
analisis isi (content analysis) atau kajian isi. Menurut Holsti, sebagaimana 
dikutip oleh Lexy J. Moleong, bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang 
digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan 
karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.
37
 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam upaya memudahkan penyusunan skripsi ini dan agar lebih 
sistematis, maka disusun sistematika sebagai berikut:  
Bab I : Merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam 
bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
                                                          
36
 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
 
37
 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2002), hlm. 163. 
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penelitian, manfaat penelitian,  kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab II: Membahas tentang landasan teori mengenai pemberian ganti rugi 
pada kecelakaan lalu lintas. Dalam bab ini dibahas tentang pemberian 
santunan kepada korban dalam kecelakaan lalu lintas dalam pandangan 
hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, yang meliputi tentang 
kecelakaan lalu lintas, santunan, diyat, dan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan. 
Bab III: Memuat deskripsi data yang berkenaan dengan hasil penelitian 
tentang gambaran umum Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 
No.186/Pid.Sus/2017/PN.Krg, di dalamnya memuat tentang gambaran umum 
Pengadilan Negeri Karanganyar, deskripsi perkara dan putusan. 
Bab IV: Merupakan analisis terhadap pemberian santunan kepada korban 
kecelakaan lalu lintas yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan 
Nomor: 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg dan analisis hukum pidana Islam terhadap 
pemberian santunan sebagai pertimbangan putusan hakim Nomor: 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg.  
Bab V:  Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari rumusan 
masalah serta saran. 
 
 
 
 
91 
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BAB II 
TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN 
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS 
A. Tinjauan Tentang Kecelakaan Lalu Lintas 
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 
Pengertian kecelakaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang 
celaka.
38
Sedangkan, lalu lintas adalah perhubungan antara satu tempat 
dengan tempat lain.
39
 Berdasarkan pengertian kecelakaan dan pengertian 
lalu lintas seperti yang tersebut di atas maka dapat diketahui mengenai 
pengertian kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas  adalah kejadian 
(peristiwa) perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain yang 
menyebabkan orang celaka.  
Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai 
suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan 
kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan 
korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
40
 Dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 
Lintas juga menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu 
peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja 
                                                          
38
 https://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada 28 November 2019. 
  
39
 Ibid. 
 
40
 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai 
jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. 
Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat, dan 
luka ringan dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
kecelakaan terjadi.
41
 
Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut F.D. Hobbs adalah 
kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan 
tidak hanya menyebabkan trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga 
kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat 
seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari 
kendaraan.
42
 
Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan 
bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian di jalan yang tidak 
diduga dan tidak disengaja yang sulit diprediksi kapan dan dimana 
terjadinya, melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan 
lain yang menyebabkan trauma, cedera, kecacatan, kematian dan/atau 
kerugian harta benda pada pemiliknya (korban). 
2. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas 
Penggolongan kecelakaan lalu lintas diatur dalam pasal 229 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang berbunyi: 
                                                          
41
  Peraturan Pemerintah RI  Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas. 
 
42
 Septian Rahmadi, “Kecelakaan Lalu Lintas Di Kecamatan Duren sawit Jakarta Timur”, 
Skripsi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, Depok, 2011, 
hlm. 6. 
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a. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. 
b. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau 
barang. 
c. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
43
 
Adapun klasifiksi tentang luka dijelaskan dalam Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam Peraturan tersebut 
dijelaskan bahwa luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban 
menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit 
atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. Sedangkan luka berat 
dijelaskan terdiri atas: 
- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau 
menimbulkan bahaya maut,  
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau 
pekerjaan, 
- Kehilangan salah satu panca indera, 
- Menderita cacat berat atau lumpuh, 
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau, 
- Luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari. 
                                                          
43
 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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Adapun untuk korban meninggal dunia dijelaskan yaitu korban 
yang meninggal dunia di TKP atau meninggal dunia dalam perjalanan ke 
rumah sait atau meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa 
perawatan selama 30 hari sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas.
44
 
3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas 
Kecelakaan terjadi bukan secara kebetulan, melainkan ada 
sebabnya. Bahkan penyebabnya tidak hanya satu faktor saja, namun juga 
dapat terjadi dari gabungan beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu 
lintas. Penyebab tersebut antara lain, yakni: 
a. Faktor Manusia 
Faktor manusia menjadi faktor yang paling dominan dalam 
kecelakaan lalu lintas, karena manusia memiliki peran utama sebagai 
pemakai jalan yang mengontrol terjadinya pergerakan lalu lintas.
45
 
Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah 
pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut terjadi 
akibat dari kesengajaan maupun kurangnya kontrol diri pada 
pengemudi terhadap peraturan yang berlaku.
46
  
                                                          
44
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. 
 
45
 Abadi Dwi Saputra, “Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia 
Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi Dari Tahun 2007-2016)”, 
Warta Penelitian Perhubungan, Vol. 29 Nomor 2 Tahun 2017, dikutip dari 
ojs.balitbanghub.dephub.go.id diakses 6 November 2019. 
 
46
 Dina Lusiana Setyowati, dkk., “Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa 
Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda”, The Indonesian Journal of Occupational Safety and 
Healt, Vol. 7 Nomor 3, 2018, hlm. 334, dikutip dari https://e-journal.unair.ac.id diakses 6 
November 2019. 
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Kurangnya kontrol diri pada pengemudi terhadap peraturan 
yang berlaku merupakan suatu kesalahan yang terjadi karena 
kelalaian. Dalam Memory van Toelichting (MvT)  menjelaskan bahwa 
kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Namun 
kelalaian (culpa) dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja.
47
  
Berikut ini beberapa faktor pengemudi sebagai penyebab 
terjadinya kecelakaan, antara lain : 
1)   Pengemudi mabuk, adalah keadaan di mana pengemudi mabuk 
(drunk driver) karena dalam pengaruh alkohol atau obat- obatan 
dan pengemudi mengalami keadaan tidak terkontrol dan mulai 
hilang kesadaran. 
2)   Pengemudi mengantuk atau lelah (fatqued or overly tired driver), 
adalah keadaan di mana pengemudi kurang istirahat dengan 
kondisi fisik lelah atau pengemudi kurang tidur namun 
pengemudi tetap melakukan perjalanan. 
3)   Pengemudi lengah (emotional or distracted driver), adalah 
keadaan di mana pengemudi memiliki konsentrasi yang terbagi. 
Hal ini mungkin dapat terjadi karena pengemudi melamun, 
mengambil sesuatu, melakukan komunikasi dengan penumpang 
atau berkomunikasi dengan ponsel. 
4)   Pengemudi kurang terampil (unskilled driver), adalah keadaan di 
mana pengemudi kurang mengetahui atau memperkiraan 
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 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 123. 
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kendaraan yang digunakannya. Misalnya kemampuan 
pengereman, kemampuan menjaga jarak dengan kendaraan lain 
atau kemampuan menyelip.
48
 
Selain pengemudi, pejalan kaki atau pemakai jalan lain juga 
merupakan unsur penting dalam suatu lalu lintas dan dapat juga 
menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Karakteristik dari pejalan 
kaki adalah kecepatan berjalannya, hal ini sangat berpengaruh saat 
pejalan kaki menyeberang jalan. Sudah seharusnya pejalan kaki 
menggunakan fasilitas yang disediakan khusus untuk pejalan kaki 
misalnya trotoar di sepanjang bahu jalan dan jembatan penyeberangan 
jalan,
49
 tujuannya supaya lebih aman bagi dirinya sendiri dan tidak 
membahayakan orang lain. 
b. Faktor Kendaraan 
Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila 
tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat 
dari kondisi teknis yang tidak layak jalan ataupun penggunaannya 
yang tidak sesuai ketentuan. Ada beberapa hal yang dapat 
menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain: 
1)   Rem blong, kerusakan mesin, ban pecah adalah merupakan 
kondisi kendaraan yang tidak layak jalan.  Kemudi tidak baik, as 
                                                          
48Risthy Marleny Hully, “Analisa Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Penanganannya (Studi Kasus : Jalan Tol Cawang – Tomang – Cengkareng)”, Skripsi, Jurusan 
Teknik Sipil Bina Nusantara, Jakarta, 2015, hlm. 13. 
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kopel lepas, lampu mati khususnya pada malam hari, slip dan 
sebagainya. 
2)   Overload atau kelebihan muatan merupakan penggunaan 
kendaraan yang tidak sesuai ketentuan aturan muatan. 
3)   Desain kendaraan dapat menjadi faktor penyebab berat ringannya 
kecelakaan, tombol-tombol di dashboard kendaraan dapat 
mencederai orang terdorong kedepan akibat benturan, kolom 
kemudi dapat menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. 
Demikian design bagian depan kendaraan dapat mencederai 
pejalan kaki yang terbentur kendaraan. Perbaikan design 
kendaraan tergantung pada pembuat kendaraan namun peraturan 
atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada 
perancang. 
4)   Sistem lampu kendaraan yang mempunyai dua tujuan yaitu agar 
pengemudi dapat melihat kondisi jalan didepannya konsisten 
dengan kecepatannya dan dapat membedakan/ menunjukan 
kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa 
menyilaukan.
50
 
Faktor kendaraan ini tidak lepas dari pengaruh manusia, 
karena manusia yang seharusnya memperhatikan kondisi kendaraan 
yang dipakainya dengan cara mengecek kendaraan secara rutin. 
Dengan adanya manusia memperhatikan kendaraannya, setidaknya hal 
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tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang 
disebabkan oleh faktor kendaraan. 
c. Faktor Kondisi Jalan  
Faktor kondisi jalan juga berpengaruh sebagai penyebab 
kecelakaan lalu lintas.  Berdasarkan Undang-Undang RI No. 38 tahun 
2004 tentang jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang 
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/ atau air, serta di 
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan 
kabel.
51
 
Pengertian di atas mendefinisikan bahwa jalan sangat penting 
untuk mewujudkan aktifitas lalu lintas. Namun, jalan juga dapat 
menjadi penyebab kendala berlalu lintas dengan baik dan dapat juga 
menjadi faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas.
52
 
Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor jalan dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut : 
1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan, 
 Lebar perkerasan yang tidak memenuhi syarat. 
 Permukaan jalan yang licin dan bergelombang. 
 Permukaan jalan yang berlubang. 
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2) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alinyemen jalan, 
 Tikungan yang terlalu tajam. 
 Tanjakan dan turunan yang terlalu curam.  
3) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pemeliharaan jalan, 
 Jalan rusak. 
 Perbaikan jalan yang menyebabkan kerikil dan debu 
berserakan. 
4) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan jalan, 
 Tidak adanya lampu penerangan jalan pada malam hari. 
 Lampu penerangan jalan yang rusak dan tidak diganti. 
5) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu-rambu lalu 
lintas, 
 Rambu ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai. 
 Rambu lalu lintas yang ada kurang atau rusak. 
 Penempatan rambu yang membahayakan pengguna jalan.53 
Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu 
lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu dan sinyal 
lalulintas dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan 
lalulintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan 
rambu-rambunya dengan spesifikasi standar, dilaksanakan dengan 
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cara yang benar dan perawatan secukupnya, dengan harapan 
keselamatan akan didapat dengan cara demikian. 
54
 
d. Faktor Lingkungan 
Pengaruh lingkungan terhadap pengemudi dapat menjadi 
faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang dapat diklasifikasi dalam 
beberapa bagian, antara lain : 
1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor alam : 
 Jalan licin dan berair akibat hujan. 
 Adanya angin yang bertiup dari samping kendaraan. 
 Adanya kabut tebal di jalan. 
 Adanya perpindahan waktu dari siang ke malam hari (twilight 
time), saat dimana pengemudi yang kurang dapat 
menyesuaikan diri dengan keadaan alam. 
2) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor lain : 
 Oli atau minyak yang tumpah di jalan. 
 Hewan yang berkeliaran di jalan.55 
Keadaan lingkungan sekeliling jalan  harus diperhatikan oleh 
pengendara. Pengendara harus siap setia saat dengan perubahan 
lingkungan yang dapat terjadi setiap waktu. Selain dari diri 
pengendara, kendaraan yang digunakan harus diperiksa kesiapannya. 
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Dengan demikian setidaknya dapat mencegah terjadinya kecelakaan 
karena faktor lingkungan. 
e. Faktor Penyebab Khusus 
Faktor penyebab khusus kecelakaan lalu lintas adalah adanya 
regulasi/ kebijakan yang tidak tepat. Antara lain, pemberian toleransi 
kelebihan muatan yang dikaitan dengan retribusi (Contoh: setiap 
kelebihan muatan perkilogramnya maka akan didenda sekian 
rupiah).
56
 
4. Jenis- Jenis Kecelakaan Lalu Lintas 
Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat 
tabrakan dapat digolongkan menjadi :  
a. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu 
kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain. 
Contohnya menabrak pohon, tergelincir, dan terguling akibat ban 
pecah.  
b. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu 
kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami 
kecelakaan diwaktu dan tempat yang bersamaan. 
57
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Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan yang terjadi dapat 
diklasifikasikan menjadi : 
a. Head-on Collision (Tabrak depan-depan) 
Head-on Collision adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi antara 
2 kendaraan dari arah berlawanan. Kecelakaan ini terjadi karena 
kendaraan yang mau menyalip gagal kembali ke jalurnya atau karena 
jarak pandang yang tidak mencukupi di daerah tikungan. 
b. Run off Road Collision (Tabrak samping-samping) 
Run off Road Collision adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi 
hanya pada satu kendaraan yang keluar dari jalan dan menabrak 
sesuatu, hal ini dapat terjadi ketika pengemudi kehilangan kontrol atau 
salah menilai tikungan, atau mencoba untuk menghindari tabrakan 
dengan pengguna jalan lain atau binatang. 
c. Rear- end Collision (Tabrak depan-belakang) 
Rear- end Collision adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi dari 
dua atau lebih kendaraan, dimana kendaraan menabrak kendaraannya 
didepannya, biasanya disebabkan karena kendaraan di depan berhenti 
tiba-tiba. Jenis kecelakaan ini juga dapat menyebabkan kecelakaan 
beruntun dimana melibatkan lebih dari dua kendaraan. 
d. Side Collision (Tabrak depan-samping) 
Side Collision adalah jenis tabrakan dimana terjadi antara dua 
kendaraan secara bersampingan dengan arah yang sama. Tabrakan ini 
33 
 
 
 
sering terjadi di persimpangan Y, di tempat parkir atau ketika 
kendaraan menabrak dari samping suatu objek tetap. 
e. Rollover (Terguling) 
Rollover adalah jenis tabrakan dimana kendaraan terjungir balik, 
biasanya terjadi pada kendaraan dengan profil lebih tinggi seperti truk. 
Kecelakaan rollover berhubungan langsung dengan stabilitas 
kendaraan. Stabilitas ini dipengaruhi oleh hubungan antara pusat 
gravitasi dan lebar trek (jarak anara roda kiri dan kanan). Pusat 
gravitasi yang tinggi dan trek yang lebar dapat membuat kendaraan 
tidak stabil di tikungan dengan kecepatan yang tinggi atau perubahan 
arah belokan yang tajam dan mendadak. Airbags maupun sabuk 
pengaman kurang efektif.
58
 
Kecelakaan lalu lintas ini pada umumnya tidak terjadi akibat 
penyebab tunggal, terdapat sejumlah hal yang berkontribusi terhadap 
terjadinya kecelakaan.  
5. Peraturan Perundang-undangan Kecelakaan Lalu Lintas 
Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka atau matinya 
orang merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Buku II  Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXI. Secara khusus dalam 
pasal-pasal bab XXI tidak secara tegas mengatur tentang tindak pidana 
lalu lintas, tetapi karena pada umumnya kecelakaan lalu lintas disebabkan 
karena adanya kekurang hati-hatian dari si pengemudi atau kelalaian dari 
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pengemudi, maka untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku 
kecelakaan lalu lintas sering menggunakan pasal-pasal dalam bab XXI 
ini,
59
 diantaranya:  
Pasal 359 berbunyi:  
“Barangsiapa karena salahannya menyebabkan matinya orang 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan paling 
selama-lamanya satu tahun.” 
Pasal 360 berbunyi:  
(1)   Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat 
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. 
(2)   Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka 
sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau 
tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, 
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan 
bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau 
hukuman denda setinggi-tingginya Rp 4.500,-.
60
 
 
 Dalam Pasal 359 dan 360 KUHP ini merupakan delik dengan 
bagian inti kelalaian (kesalahan) yang bersifat khusus karena ada ancaman 
pidana penjara, bahkan di Indonesia cukup berat, yaitu maksimum lima 
tahun penjara. Hal ini terjadi karena banyaknya pelanggaran lalu lintas 
yang mengakibatkan kematian, maka pidana penjara yang sebelumnya 
didalam Wetboek van Strafrecht (KUHP Hindia Belanda) maksimum 
hanya satu tahun penjara atau kurungan maksimum sembilan bulan 
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menjadi lima tahun penjara atau pidana kurungan paling lama satu 
tahun.
61
 
Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan secara 
khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun 
pertimbangan dibentuknya undang-undang ini di antaranya, bahwa lalu 
lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional 
harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan  
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan 
angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 
pembangunan wilayah. 
62
 
Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 
Tahun 2009, sanksi pidana bagi pengemudi yang mengemudikan 
kendaraan bermotor yang  mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diatur 
dalam pasal 310, 311 dan 312 yang berbunyi : 
Pasal 310 
(1)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).  
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(2)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).  
(3)  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah).  
(4)  Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
63
 
 
Menurut uraian Pasal 310 diatas dapat disimpulkan bahwa 
kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka 
atau meninggal dunia dan ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam 
ketentuan di atas. Meskipun Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diterapkan, tetapi 
masih banyak kecelakaan yang terjadi karena ketidakhati-hatian atau 
kelalaian.
64
 
Pasal 311 
(1)   Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikanKendaraan 
Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi 
nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta 
rupiah). 
(2)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 
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Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat 
juta rupiah). 
(3)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling 
banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). 
(4)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 
paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 
(5)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau 
denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta 
rupiah).
65
 
 
Ketentuan Pasal 311 sebenarnya serupa dengan Pasal 310. 
Perbedaannya pada Pasal 311 ini adalah adanya unsur kesengajaan orang 
yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang 
membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan ini menyebabkan 
ancaman sanksi pidana  lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310. 
Pasal 312 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat 
Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan 
kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan 
Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) 
huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 
75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
66
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Pasal 312 tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung 
jawab pengemudi. Dalam pasal ini sering ditemui beberapa kasus 
kecelakaan lalu lintas yaitu tabrak lari. Tabrak lari merupakan perbuatan 
yang tidak bertanggung jawab karena pelaku meninggalkan korban 
kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraan yang 
dikemudikannya. Begitu juga pengemudi tidak menolong korban dengan 
memberikan pertolongan pertama di tempat kejadian dan tidak membawa 
korban ke rumah sakit, bisa menjadi penyebab korban meninggal dunia. 
Selanjutnya, perbuatan pengemudi yang tidak melaporkan kecelakaan lalu 
lintas kepada kepolisian menyulitkan penyidik dan memperlambat proses 
persidangan. Sehingga perbuatan ini patut disebut sebagai suatu 
kejahatan.
67
 
 
B. Tinjauan Tentang Santunan 
1. Pengertian Santunan 
Menurut kamus bahasa Indonesia, pengertian santuan adalah uang 
pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian.
68
Menurut Moeljatno, 
santunan adalah sesuatu yang dipakai untuk mengganti kerugian karena 
kecelakaan, kematian, dan sebagainya (biasanya berbentuk uang). Dilihat 
dari segi hubungan pelaku dan korban tindak pidana, maka santunan 
terhadap korban mengandung arti bahwa adanya perbaikan atau reparation 
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terhadap gangguan yang telah terjadi  antara korban dan pelaku. Santunan 
yang diberikan pelaku terhadap korban seharusnya menjadi alat ukur 
terhadap penegak hukum untuk melihat bagaimana niat baik yang 
dilakukan oleh pelaku  terhadap korban agar santunan yang diberikan 
pelaku adalah bukan semata-mata untuk menghilangkan sanksi pidana 
yang diterima oleh pelaku tindak pidana tetapi untuk mengembalikan hak–
hak korban kejahatan tersebut.
69
 
Dari beberapa definisi santunan dapat disimpulkan bahwa santunan 
merupakan sesuatu yang dipakai sebagai pengganti kerugian karena 
kecelakaan, kematian, dan sebagainya (biasanya berbentuk uang). 
Santunan diberikan oleh pelaku terhadap korban atau keluarga korban 
kecelakaan  sebagai ganti kerugian. Santunan ini merupakan suatu bentuk 
perhatian dari pembuat kecelakaan lalu lintas jalan kepada korbannya, 
namun juga bisa disebut sebagai wujud tanggung jawab moril dari pelaku. 
2. Santunan yang Berkaitan dengan Kecelakaan Lalu Lintas 
Santunan pada dasarnya merupakan hak bagi korban kecelakaan 
lalu lintas. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 240 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang menyatakan:  
Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:  
d. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab 
atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah; 
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e. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas 
terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan 
f. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.70 
Dengan mencermati rumusan Pasal 240 Undang- undang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, dalam kondisi-kondisi tertentu seperti korban 
kecelakaan lalu lintas mengalami luka-luka atau meninggal dunia maka 
ketiga hak-hak korban tersebut dapat diberikan secara bersama-sama. 
Walaupun dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah 
mengatur secara rinci mengenai beberapa bentuk perlindungan terhadap 
korban kecelakaan lalu lintas, namun dalam praktik penyelesaian 
kecelakaan lalu lintas, seringkali ditemui adanya pemberian santunan 
berupa materi (sejumlah uang) yang diberikan pelaku dan/atau keluarga 
pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban. Menariknya lagi, dalam 
penyelesaian perkara di pengadilan pemberian santunan oleh pelaku 
dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban 
seringkali dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusannya.
71
 
Praktek penanganan perkara pidana di Indonesia sampai sekarang 
tidak mengenal pemberian santuan terhadap korban tindak pidana, namun 
praktek peradilan di Indonesia mengenal adanya tuntutan ganti kerugian 
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baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana.
72
 Di dalam 
KUHAP, ganti kerugian terbagi menjadi dua jenis; 
a. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum karena 
seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan 
yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya 
atau salah dalam menerapkan hukum, diatur dalam Bab XII. 
b. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang salah terhadap pihak 
ketiga atau korban, diatur dalam Bab XIII.
73
 
Pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam pasal 98. 
Dalam pasal tersebut memberi kesempatan kepada korban untuk 
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan 
pidana dan ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan pada pelaku tindak 
pidana. Namun pada Pasal 99 ayat (1) mengadakan pembatasan, yaitu 
bahwa ganti kerugian yang diajukan terbatas pada hukuman penggantian 
biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
 74
 
Penggantian biaya yang dimaksud adalah kerugian nyata atau 
material saja, sedangkan kerugian yang immaterial tidak dapat diterima 
(niet onvankelyk). Namun demikian, apabila korban atau pihak yang 
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dirugikan ingin menuntut kerugian yang immaterial tersebut, maka dapat 
ditempuh dengan gugatan perdata, dengan memerhatikan kompetensi 
pengadilan negeri di tempat tinggal atau kediamannya terdakwa 
(tergugat).
75
 Namun hal ini belum pasti memuaskan korban, dikarenakan 
melalui gugatan perdata akan memakan waktu yang lama dan belum tentu 
gugatan dikabulkan seluruhnya.
76
 
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, banyak pelaku yang lebih 
memilih untuk berdamai dengan korban dan/ atau keluarga korban dengan 
memberi santunan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Santunan disini 
berupa bantuan yang diberikan secara sukarela dari pelaku atau keluarga 
pelaku kepada korban atau keluarganya yang dapat berupa pengembalian 
harta milik, pembayaran untuk kehilangan atau penderitaan, atau 
penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang dilakukan dalam rangka 
meringankan beban korban dan keluarga korban. Hal tersebut sebagai 
tanggung jawab moral atas kerugian dalam rangka meringankan beban 
korban dan keluarga korban.
77
  
Pemberian santunan kepada korban memanglah suatu kewajiban 
namun hal tersebut tidak dapat menggugurkan tuntutan pidana. Hal ini 
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diperkuat dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: 
Pasal 235 
(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, 
pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan 
bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau 
biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara 
pidana. 
(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat 
Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 
(1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan 
Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa 
biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. 
 
C. Tinjauan Tentang Diyat 
Dalam hukum pidana Islam, ganti rugi disamakan dengan diyat. 
Namun keliru jika menganggap diyat sebagai ganti rugi saja, sebab diyat 
adalah  hukuman pidana yang penetapan hukumannya tidak tergantung pada 
permintaan perseorangan. Diyat lebih tepat dikatakan sebagai campuran 
antara hukuman dan ganti rugi. Dikatakan hukuman karena diyat ditetapkan 
sebagai balasan terhadap tindak pidana. Jika si korban mengampuni diyat 
tersebut tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman ta‘zi>r. Seandainya diyat 
bukan hukuman, niscaya diyat tergantung pada permintaan si korban dan 
tentunya diyat tidak perlu diganti dengan hukuman lain. Dikatakan ganti 
kerugian karena diyat itu murni diterima oleh korban. Apabila korban 
merelakannya, diyat tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku.78 
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1. Pengertian Diyat 
Diyat ( ٌ َةيِد) secara etimologi berasal dari kata “wada-yadi-wadyan 
wa diyatan” (  ًٌَةيِدَوٌ ًايْدَوٌ ىَِديٌ ىَدَو ). Bila yang digunakan mas}dar 
“wadyan”  ًايْدَوٌ)  ( berarti sa>la ( ٌَلٌ اَس = mengalir) yang sering dikaitkan 
dengan lembah. Namun, jika yang digunakan adalah mas}dar  (ًٌَةيِد ), berarti 
membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya 
dengan sebab tindak pidana (jina>yat). Bentuk asli kata diyat ( ٌ َةيِد) adalah ( 
َةيْدِو ) yang dibuang huruf wau-nya.79Sedangkan, diyat secara terminologi 
adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jina>yat kepada 
korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jina>yat  yang dilakuan 
oleh si pelaku kepada korban.
80
 
  Sayid Sabiq mengemukakan pengertian diyat sebagai berikut: 
 ِوِِّيلَوْوَأ ِوْيَلَع ِّيِنْجُمْلا ىَلِإ ،ىَّدَؤ ُتَو َِةياَنِجْلا ِبَبَسِب ُبِجَي ىِذَّلا ُلاَمْلا َيِى َُةي ِّدَلا  
Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena 
terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan 
kepada korban atau walinya.
81
 
 
 Dari definisi tersebut jelaslah bahwa diyat merupakan ‘uqubah 
maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban 
apabila ia masih hidup atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah 
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meninggal, bukan kepada pemerintah.
82
 Dari sisi ini, diyat lebih mirip 
dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut besar 
kecilnya pelukaan yang terjadi dan menurut perbedaan kesengajaan dan 
tidaknya terhadap tindak pidana.
83
  
2. Dasar Hukum Diyat 
Dasar hukum untuk diyat terdapat dalam Surah An-Nisaa‟ ayat 92: 
                           
                      
                         
                         
                          
     
Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh 
seorang mukmin (yang lain), kecuali karena 
tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa 
membunuh seorang mukmin karena tersalah 
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba 
sahaya yang beriman serta membayar diyat yang 
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), 
kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum 
(kafir) yang ada perjanjian (damai) antara 
mereka dengan kamu, maka (hendaklah si 
pembunuh) membayar diyat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka 
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hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada 
Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.
84
 
 
 Diyat diwajibkan atas orang yang membunuh karena keliru kepada 
keluarga si terbunuh, kecuali jika mereka dengan kerelaannya 
menggugurkan kewajiban membayar diyat itu. Sebab diwajibkannya diyat 
tidak lain dimaksudkan sebagai ganti rugi dari manfaat yang hilang dari 
mereka karena terbunuhnya keluarga mereka. Tetapi apabila mereka 
memaafkannya, berarti hati mereka telah baik dan mereka menjadi orang-
orang yang lebih utama daripada orang yang membunuh. Allah 
menanamkan pemberian maaf ini dengan „pemberian sedekah‟ sebagai 
dorongan agar manusia senang melakukannya.
85
 
 Dari ayat di atas, hukuman diyat dikenakan kepada pelaku 
pembunuhan karena kesalahan, namun di sisi kedudukannya sebagai 
hukuman pokok. Adapun penerapannya untuk pembunuhan sengaja 
merupakan hukuman pengganti yang diperkuat oleh hadis Nabi.  
  ُخلا ٍحْيَرُش ىِبَأ ْنَع ُلوُسَر َلَاق َلَاق ىِعاَز ٌليَِتق ُوَل َلُِتق ْنَمَف  ملسو ويلع للها ىلص ُللها
 اوُل ُتْق َي ْوَأ ِلْقَعَْلا اوُذُخَْأي ْنَأ اَّمِإ :ِنْي َتَر َيِخ َنْي َب ُوُلْىََأف ,ِهِذَى يَِتلاَقَم َدْع َب(  ُوبَأ ُوَجَرْخَأ
)يِئاَسَّنلاَو  ,َدُواَد                                                                          
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Artinya: Barangsiapa yang keluarganya terbunuh setelah 
ucapanku ini,  maka keluarganya bisa memilih di 
antara dua pilihan, yakni, mengambil denda atau 
membunuh pelaku (qis}a>s}). (Hadist ini dikeluarkan 
oleh Abu Dawud dan Nasa‟i).86 
 
Dalam kitab Al-Hadyu An-Nabawi disebutkan 
sesungguhnya diwajibkan antara dua pilihan yaitu qis}a>s} 
atau membayar denda. Dalam hal ini wali dari pihak 
terbunuh boleh memilih antara 4 pilihan yaitu memaafkan 
secara cuma-cuma kepada pihak pembunuh, memberikan 
ampunan dengan membayar diyat, di- qis}a>s} atau berdamai 
dengan membayar diyat lebih dari ukuran biasanya. Dalam 
hal ini ulama mempunyai dua pendapat: 
a. Menurut pendapat yang masyhur dari madzab 
Hanabilah, membolehkan hal tersebut. 
b. Menurut pendapat madzhab Asy-Syafi‟I dan salah satu 
riwayat dari Malik menjelaskan bahwa pelaku 
pembunuhan harus membayar diyat atau lainnya (tidak 
dimaafkan). Jika walinya memilih diyat maka gugurlah 
tuntutan qis}a>s}-nya. Hukuman wajibnya adalah di qis}a>s} 
bukan membayar diyat kecuali jika si pelaku ridha.87 
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3. Sebab- Sebab Ditetapkannya Diyat 
Diyat wajib dibayarkan karena beberapa sebab berikut: 
a. Pembunuhan Sengaja yang Dimaafkan  
Pembunuhan dikategorikan sebagai sengaja apabila terdapat 
unsur kesengajaan dalam niat dan tujuannya. Menurut Syafi‟i, unsur 
kesengajaan tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Jika 
pembunuhan tersebut menggunakan alat atau sengaja untuk 
membunuh, maka termasuk pembunuhan sengaja. 
88
 
Hukuman untuk tindakan pembunuhan yang disengaja adalah 
di-qis}a>s} atau membayar diyat. Qis}a>s} merupakan hukum asal dalam 
pembunuhan sengaja, sedangkan diyat merupakan hukuman alternatif 
yang diterapkan apabila keluarga korban memaafkan pembunuh.
89
 
b. Pembunuhan Semi Sengaja 
Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang terdapat 
padanya unsur kesengajaan dalam berbuat dan sasaran, namun tidak 
ada kesengajaan dalam alat dengan arti menggunaan alat yang 
biasanya tidak mematikan, seperti memukul dengan tongkat tetapi 
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menyebabkan kematian.
90
Pembunuhan ini tidak menyebabkan qis}a>s}, 
tetapi wajib membayar diyat mugallaz}ah (diyat besar).91  
c. Pembunuhan Tersalah 
Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang terjadi tidak 
dengan sengaja, dalam arti tidak terdapat padanya unsur kesengajaan 
untuk menghilangkan nyawa seseorang, baik tidak sengaja dalam 
berbuat, maupun  tidak  sengaja dalam sasaran.92  Dalam  istilah fiqh 
disebut لتقلا ءاطخلا .93 
Walaupun pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dilarang 
Allah dengan larangan yang keras, namun karena si pelaku 
pembunuhan sama sekali tidak bermaksud melakukannya maka dia 
tidak bersalah dalam perbuatan tersebut dalam arti dikecualikan dari 
larangan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-
Nisa‟ ayat 92: 
                      
Tidak boleh seorang mukmin membunuh orang mukmin kecuali 
karena tersalah.
94
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Walaupun dalam hubungannya dengan Allah, si pelaku 
dibebaskan dari kejahatan, namun dia dalam hubungannya dengan 
hamba yang menjadi korban tetap bersalah. Kesalahan itu adalah 
akibat kelalaian dan ketidak hati-hatiannya. Akibat dari kelalaiannya 
yang menyebabkan kematian orang itu dia diancam dengan hukuman 
dunia. Sanksi hukuman terhadap pembunuhan tersalah adalah Diyat 
Mukhaffafah (ganti rugi dalam bentuk yang ringan) dan hukuman 
penggantinya dalam bentuk ta’zi >r yang bentuk dan caranya ditetapkan 
oleh imam dan negara.
95 
d. Pembunuhnya melarikan diri sebelum dilaksanakan qis}a>s} 
Pembunuhnya lari sebelum dilaksanakan qis}a>s} atasnya, maka 
yang dikenakan diyat adalah anggota keluarganya.96 
e. Jina>yat penganiayaan 
Jina>yat penganiayaan adalah jina>yat atau kejahatan atas fisik 
tetapi tidak menimbulkan kematian, baik dilakukan secara sengaja atau 
tidak sengaja yang terurai kepada seperti sengaja, tersalah dan seperti 
tersalah.
97
 Di antara luka yang mewajibkan membayar diyat adalah: 
1) Menembus ke dalam tubuh, baik leher, dada, maupun perut 
sehingga diyat-nya sepertiga diyat penuh; 
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2) Merobek kulit kepala hingga tulang tengkorak kepala, diyatnya 
sepertiga diyat penuh; 
3) Menggeser posisi tulang dan mematahkannya, diyat-nya tiga 
perduapuluh diyat penuh. 
Dalil yang menerangkan ketiga masalah ini adalah hadis Amir bin 
Hazm bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Diyat luka yang 
menembus ke dalam tubuh adalah 1/3, diyat luka yang merobek 
kulit kepala adalh 1/3, dan diyat yang bisa menggeser posisi tulang 
adalah 15 ekor unta. 
4) Memecahkan tulang, diyat-nya 1/10 diyat penuh. Dalilnya, Imam 
Baihaqi dari Zaid bin Tsabit berkata, “diyat yang dapat 
memecahkan tulang 10 ekor unta”.98 
4. Macam-Macam Diyat 
Diyat terbagi kepada dua macam, yaitu; 
a. Diyat Mugallaz}ah 
Diyat mugallaz}ah berlaku dalam pembunuhan menyerupai 
sengaja. Menurut Hanafiyah diyat mugallaz}ah juga berlaku dalam 
pembunuhan sengaja yang terjadi karena syubhat, yaitu pembunuhan 
oleh orang tua atas anaknya. Diyat dalam pembunuhan sengaja ini 
berlaku dengan persetujuan pelaku dan wali koban, setelah adanya 
pemaafan dari pihak keluarga atau sebagian dari mereka.
99
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Menurut jumhur ulama, diyat mugallaz}ah berlaku dalam 
pembunuhan sengaja apabila qis}a>s} dimaafkan oleh keluarga korban, 
dan pembunuhan menyerupai sengaja. Sedangkan Malikiyah 
berpendapat diyat mugallaz}ah dalam pembunuhan sengaja berlaku 
apabila disetujui oleh wali si korban, dan juga dalam pembunuhan oleh 
orang tua kepada anaknya.
100
 
Diyat mugallaz}ah dapat berlaku dalam pembunuhan tidak 
sengaja apabila dilakukan dengan salah satu dari tiga kondisi
101
: 
1) Pembunuhan terjadi di tanah haram; 
2) Pembunuhan terjadi di bulan haram; 
3) Pembunuhan dilakukan terhadap keluarga yang masih 
mah}ram. 
Diyat mugallaz}ah hanya berlaku apabila diyat tersebut dibayar 
dengan unta sesuai dengan ketentuan syara’, dan tidak berlaku dalam 
jenis lain, seperti emas dan perak. Komposisinya menurut Malikiyah, 
Syafi‟iyah, dan Imam Muhammad ibn Hasan, dibagi menjadi tiga 
kelompok, yaitu
102
: 
1) Tiga puluh ekor unta h}iqqah (umur 3-4 tahun). 
2) Tiga puluh ekor unta jadza‘ah (umur 4-5 tahun). 
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3) Empat puluh ekor unta khalifah (sedang bunting). 
Pemberatan diyat dalam pembunuhan sengaja dan menyerupai 
sengaja, dapat dilihat tiga aspek, yaitu
103
: 
1) Pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku, 
2) Pembayaran harus tunai (tidak boleh dicicil), serta 
3) Umur unta lebih dewasa. Misalnya, menurut Syafi‟iyah, unta harus 
berumur tiga tahun ke atas, bahkan sebagian harus sedang bunting. 
b. Diyat Mukhaffafah 
Diyat mukhaffafah adalah diyat yang diperingan. Keringanan 
tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek
104
: 
1) Kewajiban pembayaran dibebankan kepada ‘aqi>lah (keluarga). 
2) Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun. 
3) Komposisi diyat dibagi kepada lima kelompok. 
a. 20 ekor unta bintu makha>d} (unta betina umur 1-2 tahun). 
b. 20 ekor unta ibnu  makha>d} (unta jantan umur 1-2 tahun). 
c. 20 ekor unta bintu labu>n (unta betina umur 2-3 tahun). 
d. 20 ekor unta h}iqqah (umur 3-4 tahun). 
e. 20 ekor unta jadza‘ah (umur 4-5 tahun). 
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5. Hikmah Diyat 
Hikmah diyat (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua 
belah pihak: 
a. Bagi pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada 
keluarga terbunuh, pembunuh akan merasakan kehidupan baru yang 
aman dan juga akan bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan 
betapa berharganya kehidupan. 
b. Bagi pihak keluarga terbunuh, dengan menerima denda dengan cara 
damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan 
hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.
105
 
Dilihat dari hikmah di atas, diyat merupakan bentuk pidana yang 
bersifat melindungi korban. Selain itu, juga melindungi dan meringankan 
beban terpidana. Hal ini juga dapat kita lihat dalam perkara kecelakaan 
lalu lintas yang terjadi di Indonesia. Biasanya pelaku meminta maaf dan 
memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas perbuatan yang 
dilakukannya. Jika keluarga mau menerima permintaan maaf maka akan 
dibuatkan surat perdamaian. Dalam peradilan di Indonesia, hal ini dapat 
menjadikan pertimbangan hakim sebagai keadaan yang meringankan 
terdakwa.  
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara 
yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu 
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saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di 
dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari ketidakcermatan, 
baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan 
teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari. Tentu saja 
diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang 
adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang 
dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama atau dapat 
menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta 
kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan 
pengadilan yang lebih tinggi.
106
 
Seorang hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan 
selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima 
masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang dapat 
menerima putusannya seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega 
manakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam 
suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-
pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
107
 
Dalam pasal 183 KUHAP juga dijelaskan bahwa hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang apabila sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
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benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
108
 
Sementara pada pasal 184 dijelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
109
 
1. Keterangan Saksi 
Alat bukti keterangan saksi memegang peranan penting dalam 
pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana 
selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.
110
 Menurut Pasal 1 butir 27 
KUHAP, keterangan saksi adalah “salah satu bukti dalam perkara pidana 
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pida yang ia 
dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
pengetahuannya itu”.111 
2. Keterangan Ahli 
Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP dijelaskan tentang keterangan ahli 
adalah “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 
pidana guna kepentingan pemeriksaan”.112 
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3. Surat 
Di dalam Pasal 187 KUHAP dirumuskan, surat sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau 
dikuatkan dengan sumpah adalah
113
: 
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan 
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
b. Surat yang dibuat memuat ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan 
yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan; 
c. Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang 
diminta secara resmi daripadanya; 
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain. 
 
4. Petunjuk 
Menurut Undang-Undang N0.8 tahun 1981 KUHAP, dalam Pasal 
188 ayat (1) dinyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau 
keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana 
dan siapa pelakunya”.114  Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari 
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk 
                                                          
113
 Ibid. hlm 307. 
 
114
 Ibid.,hlm.308. 
 
58 
 
 
 
diperlukan dalam pembuktian apabila hakim menganggap alat bukti yang 
lain belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa.
115
 
5. Keterangan Terdakwa 
Keterangan terdakwa dapat diberikan di dalam dan di luar 
persidangan. Pengakuan yang diberikan terdawa di luar persidangan dapat 
digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Pengakuan yang diberikan di luar 
persidangan tidak dapat berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat digunakan 
sebagai alat bukti petunjuk untuk menyempurnaan alat bukti yang lain. 
Dengan kata lain, untuk mencukupi dan mengungkapkan keterbuktian 
dalam kesalahan terdakwa.
116
 
Hakim dalam menjatuhkan putusan, selain memperhatikan hal-hal 
yang disebut di atas, hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor sebagai 
berikut: 
1. Faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana 
adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang 
memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat 
yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat 
yang jahat dari terdakwa.
117
 
Dalam uraian berikut ini penting dipaparkan hal-hal yang 
memperingan dan memperberat pidana yang tercantum pada Pasal 134 
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(Pasal 113) dan Pasal 136 (Pasal 115)  naskah Rancangan KUHP baru, 
yaitu sebagai berikut
118
: 
a. Pidana diperingan 
1) Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana; 
2) Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana; 
3) Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang 
berajib setelah melakukan tindak pidana; 
4) Wanita hamil melakukan tindak pidana; 
5) Seseorang yang dengan sukarela memberi ganti kerugian yang 
layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang 
dilakukannya; 
6) Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa 
yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan 
pribadi atau keluarganya; atau 
7) Seorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat 
dipertanggungjawaban karena menderita gangguan jiwa, penyakit 
jiwa, atau retardasi mental. 
b. Pidana diperberat 
1) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus 
diancam dengan pidana atau pada waktu melaukukan tindak pidana 
menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan 
kepadanya karena jabatan. 
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2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan 
menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau 
lambang negara Indonesia. 
3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan 
menyalahgunakan keahlian atau profesinya. 
4) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak di 
bawah umur delapan belas tahun; 
5) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, 
bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau 
dengan berencana. 
2. Rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil 
pemyempurnaan TIM Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan 
referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib 
dipertimbangkan hal-hal berikut
119
: 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana; 
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
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i. Pengurus tindak pidana terhadap orban atau keluarga korban; dan 
j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
Bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim selain berpedoman 
kepada peraturan perundang-undangan hakim juga diberi kebebasan untuk 
menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati 
nuraninya, takaran pidana bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena 
analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada 
saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seseorang 
terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan 
berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang 
diyakininya.
120
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR DAN 
DESKRIPSI PERKARA NOMOR: 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Karanganyar 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Karanganyar 
Pada zaman Belanda, pemerintah Karanganyar ikut Surakarta. 
Pada zaman Republik Indonesia setelah terbentuk kabupaten, 
pengadilannya masih ikut yuridiksi Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah 
Pengadilan Negeri Karanganyar terbentuk dan personilnya sudah terisi, 
baru pada tahun 1966 secara nyata memisahan diri dari Pengadilan Negeri 
Surakarta. Pada mulanya aktivitas Pengadilan Negeri Karanganyar sudah 
dilakukan di sebelah rumah dinas Bupati Karanganyar. Kemudian sekitar 
tahun 1970 membangun gedung baru di Jalan Lawu Barat Nomor 76  B 
Karanganyar. Pada tanggal 1 Mei 1982 gedung Pengadilan Negeri 
Karanganyar direhabilitasi untuk pertama kalinya dan diresmikan oleh 
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang waktu itu dijabat oleh Bapak 
Moh. Yahya Adiwimarta, SH. Setelah itu aktivitas Pengadilan Negeri 
Karanganyar mulai dijalankan di tempat tersebut hingga saat ini. 
Pengadilan Negeri Karanganyar adalah salah satu Pengadilan Negeri 
berstatus kelas 2B yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi 
Jawa Tengah. Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah kabupaten 
Karanganyar yang terdiri dari 17 kecamatan dan 162 desa. Pengadilan 
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Negeri Kabupaten Karanganyar berdiri pada tahun 1982, tepatnya pada 
tanggal 1 Mei 1982. 
121
 
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Karanganyar 
Visi: 
Terwujudnya Pengadilan Negeri Karanganyar yang agung 
Misi: 
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Karanganyar. 
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 
keadilan. 
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri 
Karanganyar. 
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri 
Karanganyar.
122
 
B. Deskripsi Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg 
Perkara kecelakaan lalu lintas yang telah diputus di Pengadilan Negeri 
Karanganyar pada tahun 2017 sejumlah 15 perkara, 11 perkara diantaranya 
merupakan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan sisanya 
merupakan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka.
123
 Dari 
perkara di atas, Penulis mengambil salah satu kasus kecelakaan lalu lintas 
yang menyebabkan kematian yang sudah diputus dan sudah mempunyai 
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kekuatan hukum tetap  (in kracht van gewijsde). Kasus tersebut akan 
diuraikan dalam pemaparan di bawah ini: 
Pada perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg adalah perkara tentang 
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Tri 
Joko Raharjo Bin Giman Dwi Karsono yang berusia 36 tahun, seorang laki-
laki beragama Islam dan beralamat di Dusun Purwowarno RT. 16 RW.07 
Desa Joton Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Dalam perkara 
ini Tri Joko Raharjo disebut sebagai terdakwa. 
Dalam dakwaan penuntut umum,  kecelakaan lalu lintas terjadi pada 
hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 08.15 WIB, di simpang 
empat Masjid Al Mukaromah di Dusun Karanganyar Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Karanganyar, berawal ketika terdakwa 
mengemudikan kendaraan bermotor Toyota Hilux dengan Nomor Polisi AB-
8184-AU bersama dengan penumpangnya yaitu Bagus Agung Wibowo. 
Terdakwa berjalan dari arah Tawangmangu menuju ke arah Karanganyar 
dalam keadaan kurang sehat atau sakit flu sehingga terdakwa kurang 
berkonsentrasi dan kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan 
bermotornya. Ketika sampai di simpang empat/ perempatan Masjid Al 
Mukaromah tepatnya di Dusun Karanganyar Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Karanganyar, Terdakwa dengan kecepatan 50-60 km/jam dan 
posisi persneling 3 (tiga) melaju ke arah barat  melewati lampu traffic light 
yang saat itu menyala warna merah dan tanpa membunyikan klakson terlebih 
dahulu kemudian sesampainya Terdakwa di tengah simpang empat/ 
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perempatan, dari arah utara yang pada saat itu menyala lampu traffic light 
berwarna hijau melaju seorang bernama Joko Supriyanto (disebut sebagai 
korban) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AD 
4002 RP  yang hendak menuju ke selatan menabrak mobil terdakwa hingga 
mengakibatkan korban Joko Supriyanto terjatuh di tengah jalan.  
Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Joko Supriyanto 
meninggal dunia sesuai visum et repertum tanggal 29 September 2017 yang 
ditandatangani oleh dr. AD Rahmalia yang merupakan dokter Rumah Sakit 
PKU Muhammadiyah Karanganyar. Dari hasil pemeriksaan korban Joko 
Supriyanto didapatkan kesimpulan bahwa korban yang telah diperiksa adalah 
seorang laki-laki umur 24 tahun dalam keadaan tidak sadar (coma). Pada 
pemeriksaan terdapat luka lecet siku dan punggung tangan kanan, luka robek 
paha kiri ± 3 cm), 5cm×1 cm, curiga adanya patah tulang paha kiri, 
kemungkinan akibat benturan benda tumpul keras, pasien dinyatakan 
meninggal dunia. 
Berdasarkan kejadian kecelakaan lalu lintas di atas, terdakwa JOKO 
Raharjo Bin Giman Dwi Karsono diajukan di persidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tunggal
124
 sebagai berikut:  
Bahwa perbuatan terdakwa TRI JOKO RAHARJO Bin GIMAN DWI 
KARSONO tersebut telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang 
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 Surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang dibuat dan disusun dalam rumusan 
tunggal, yaitu apabila penuntut umum telah berketetapan tindak pidana yang dilakukan oleh 
Terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana. Lihat: Anang Priyanto, Hukum Acara Pidana 
Indonesia, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 50. 
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Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dalam hal kecelakaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
125
 
Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya telah mengajukan 
alat bukti diantaranya menghadirkan 3 orang saksi yang masing-masing telah 
didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan 
bahwa para saksi membenarkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari 
Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 09.00 WIB antara kendaraan 
bermotor Toyota Hilux Nomor Polisi AB 8184 AU yang dikemudikan oleh 
terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi AD 4002 RP yang 
dikendarai oleh korban Joko Supriyanto. Saksi juga menjelaskan kronologi 
kecelakaan lalu lintas tersebut sama seperti yang telah diuraikan dalam 
kronologi yang tertulis di awal. 
Saksi juga menerangkan bahwa setelah pemakaman, terdakwa dan 
keluarganya serta saksi Bagus datang ke rumah korban untuk meminta maaf 
dan memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 
Kemudian keluarga korban memaafkan Terdakwa atas kejadian ini dan 
mengiklaskan kepergian korban serta telah dibuat surat perdamaian antara 
keluarga korban dan terdakwa. 
Penuntut Umum dalam memperkuat dakwaannya juga mengajukan 
alat bukti surat yang berupa Visum Et Repertum atas nama Joko Supriyanto 
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Dakwaan Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor. 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Putusan Dibacakan Pada  17 
Januari 2018, hlm. 3. 
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Nomor 921/III.6.AU/H/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani 
oleh dr. AD Rahmalia, dokter Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 
Karanganyar.  Selain mengajukan alat bukti, Penuntut Umum juga 
mengajukan barang bukti
126
 yang berupa: satu unit kendaraan bermotor 
Nomor Polisi Ab 8184 AU beserta STNK nya, satu unit sepeda motor Honda 
Supra Nomor Polisi AD 4002 RP beserta STNK nya, dan satu lembar SIM 
atas nama Tri Joko Raharjo.  
Penuntut Umum setelah mengajukan alat bukti dan barang bukti, 
giliran terdakwa untuk memberikan keterangannya. Keterangan terdakwa pada 
pokoknya seperti yang telah disampaikan oleh para saksi dan ditambah bahwa 
saat terdakwa mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan kurang sehat dan 
biasanya yang mengemudikan mobil itu temannya yang sedang menikah, 
terdakwa hanya menggantikannya. 
Pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti yang dianggap terkait 
erat dengan dugaaan tindak pidana di tingkat pengadilan pertama (Pengadilan 
Negeri) setelah dinyatakan selesai, selanjutnya giliran Jaksa Penuntut Umum 
untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa kepada majelis hakim yang 
menyidangkan perkara itu.
127
 Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum 
dalam surat tuntutannya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Karanganyar yang memeriksa dan mengadili memutuskan: 
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 Barang bukti adalah barang-barang yang ada kaitannya baik secara langsung maupun 
tidak langsung dengan peristiwa pidana yang terjadi. Lihat: Hartono, Penyidikan Penegakan 
Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 199. 
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 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum 
Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 201. 
68 
 
 
 
Bahwa terdakwa Tri Joko Raharjo Bin Giman Dwi Karsono terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena 
kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 
ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana 
dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka hakim supaya menjatuhkan pidana 
terhadap Terdakwa Tri Joko Raharjo Bin Giman Dwi Karsono dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama 
berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan bermotor 
Toyota Hilux nomor Polisi AB 8184 AU, 1 (satu) lembar STNK kbm Toyota 
Hilux Nomor Polisi AB 8184 AU, 1 (satu) lembar SIM A an TRI JOKO 
RAHARJO dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tri Joko Raharjo dan 1 
(satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol AD 4002 RP, 1 (satu) lembar 
STNK spm Honda Supra Nopol AD 4002 RP dikembalikan kepada 
pemiliknya yaitu keluarga korban Joko Supriyanto. Menetapkan agar 
terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu 
lima ratus rupiah).
128
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 Tuntutan Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor. 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Putusan Dibacakan Pada  17 
Januari 2018, hlm. 2. 
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Acara persidangan setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum 
adalah mendengarkan pembelaan/ pledoi
129
 dari Terdakwa atau kuasa 
hukumnya. Dalam perkara ini, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
terdakwa mengajukan pembelaan/ pledoi yang pada pokoknya memohon 
keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: terdakwa menyesali 
perbuatannya yang telah mengakibatkan korban Joko Supriyanto meninggal 
dunia, terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara, terdakwa 
telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban telah 
memaafkan terdakwa, terdakwa telah memberikan bantuan materiil sejak 
proses pemakaman sampai dengan peringatan seribu hari korban. 
Terkait dengan pembelaan/ pledoi dari terdakwa tersebut, Penuntut 
umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan 
semula, begitu juga dengan tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut 
Umum  yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula. 
C. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg 
Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan 
penuntutan maupun pembelaan atas diri terdakwa sudah dilakukan, maka 
selanjutnya adalah hakim harus membacakan putusannya setelah 
mempertimbangkan secara keseluruhan, yang meliputi keterangan yang 
diberikan oleh para saksi, keterangan dari terdakwa, alat-alat bukti yang 
                                                          
129
 Pledoi adalah pembelaan yang bersifat tertulis baik dari terdakwa maupun dari 
penasehat hukumnya berkenaan dengan tuntutan Penuntut Umum. Lihat: Tolib Effendi, Praktik 
Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, (Malang: 
Setara Press, 2016), hlm. 192. 
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diajukan penuntut umum di persidangan yang ada hubungannya dengan 
perkara tersebut, serta dasar-dasar yang diajukan penuntut umum sebagai 
dasar tuntutannya dan dasar-dasar yang diajukan oleh pembela sebagai dasar 
pembelaannya.
130
 Dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mengkaji terlebih 
dahulu dan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Adapun oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, 
maka Hakim langsung mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum 
atas dakwaan tersebut sebagai berikut: 
1. Unsur Setiap Orang 
Bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama 
Tri Joko Raharjo Bin Giman Dwi Karsono dengan identitas sebagaimana 
tersebut di atas sebagai terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim 
terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan 
tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 
unsur ini telah terpenuhi. 
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia 
Pengertian kelalaian adalah kealpaan (culpa) atau kesalahan yang 
bersifat ringan dari kesengajaan (Dolus). Akan tetapi culpa yang dapat 
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 Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 181. 
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dikenai atau dijatuhi hukuman haruslah berbentuk culpa lata, dan 
bukannya culpa levis (culpa yang terlalu ringan sifatnya). 
Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat kejadian terdakwa 
mengemudikan kendaraan dalam kondisi sakit sehingga dengan keadaan 
tersebut menyebabkan kemampuan terdakwa mengemudikan kendaraan 
menurun dan tidak dapat mengemudikan kendaraan dengan wajar dan 
penuh konsentrasi seperti layaknya seseorang dalam kondisi fisik yang 
sehat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sebagai 
bentuk kelalaian terdakwa karena mengemudikan kendaraan bermotor 
dalam keadaan fisik yang tidak sehat. Bahwa selain itu saat melewati 
lokasi, lampu lalu lintas dalam kondisi mati meskipun sebelum melewati 
perempatan terdakwa sempat membunyikan klakson dan mengurangi 
kecepatan namun saat melewati perempatan terdakwa hanya sebentar 
melihat ke arah kanan itupun dengan kondisi pandangan terdakwa 
terhalang tembok selanjutnya pandangan terdakwa hanya fokus ke arah 
kiri melihat gapura tanpa melihat sekeliling, dengan demikian pada saat 
melewati perempatan dengan kondisi lampu lalu lintas yang mati 
seharusnya terdakwa harus lebih berhati-hati dan lebih meningkatkan 
kewaspadaan terhadap keadaan di sekitarnya sehingga dapat segera 
mengantisipasi diri apabila sewaktu-waktu terdapat hal-hal yang secara 
mendadak terjadi di sekelilingnya namun yang terjadi sebaliknya 
pandangan terdakwa justru tertuju pada gapura yang berada di sebelah kiri, 
sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan tindakan terdakwa tersebut 
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sebagai suatu bentuk kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor 
tersebut yaitu kurang penghati-hati dan kurang penduga-duga untuk 
memperhatikan keadaan di sekelilingnya. 
Berdasarkan keterangan saksi Bagus Agung Wibowo, saksi Larno 
Bin Madya Sasana Alm, yang didukung dengan Visum et repertum, 
Nomor 921/III.6.AU/H/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditanda 
tangani oleh dr. AD Rahmalia, dokter pada Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Karaganyar, Joko Supriyanto, dengan kesimpulan: telah 
diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun dalam keadaan tidak sadar 
(coma), pada pemeriksaan terdapat luka lecet siku dan punggung tangan 
kanan, luka robek paha kiri ± 3 cm × 0,5 cm × 1 cm, curiga adanya patah 
tulang paha kiri, kemungkinan akibat benturan benda tumpul keras. 
Berdasarkan fakta tersebut akibat kecelakaan tersebut telah mengakibatkan 
korban Joko Supriyanto meninggal dunia. Bahwa berdasarkan 
pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi; 
Terpenuhinya semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah 
terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam 
dakwaan tunggal Penuntut Umum. 
Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu 
pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah 
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perbuatannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan 
keadaan yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan 
berjanji tidak aan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah 
dihukum, dan antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian 
dan terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban 
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim di atas, maka 
Majelis Hakim memberikan putusan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 
2018 dengan Nomor Putusan 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg, yang amarnya 
adalah sebagai berikut; 
Bahwa Terdakwa Tri Joko Raharjo Bin Giman Dwi Karsono 
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia dalam dakwaan tunggal. Dengan terbuktinya terdakwa 
melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka 
hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Joko Raharjo Bin 
Giman Dwi Karsono dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan  
dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap 
ditahan. 
Hakim juga menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit 
kendaraan bermotor Toyota Hilux nomor Polisi AB 8184 AU, 1 (satu) 
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lembar STNK kbm Toyota Hilux Nomor Polisi AB 8184 AU, 1 (satu) 
lembar SIM A an TRI JOKO RAHARJO dikembalikan kepada pemiliknya 
yaitu Tri Joko Raharjo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol 
AD 4002 RP, 1 (satu) lembar STNK spm Honda Supra Nopol AD 4002 
RP dikembalikan kepada pemiliknya yaitu keluarga korban Joko 
Supriyanto. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah. 
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN 
SANTUNAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA 
PUTUSAN No. 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg 
A. Pertimbangan Hakim atas Pemberian Santunan Terhadap Korban 
Kecelakaan Lalu Lintas Pada Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg 
Pada prinsipnya ada dua bentuk pekerjaan hakim dalam menjatuhkan 
putusan, yang pertama adalah membuat pertimbangan berdasarkan logika 
penalaran hukum mengenai terbukti dan tidaknya perbuatan yang didakwakan 
penuntut umum kepadanya, dan jika terdakwa terbukti bersalah melakukan 
perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka 
tugas hakim selanjutnya adalah menentukan seberapa berat hukuman yang 
akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan cara memilih nilai pidana dalam 
rentang batas terendah sampai dengan batas tertinggi yang diancamkan oleh 
pasal yang dianggap terbukti.
132
 
Majelis Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa akan 
mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terbukti di persidangan, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: 
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 Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hukum Sebuah 
Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, (Bandung: Alfabeta, 
2013), hlm. 100. 
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“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di 
sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” 133 
 
Pasal 183 KUHAP juga menjelaskan bahwa hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang apabila sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
134
 
Sementara pada pasal 184 dijelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
135
 
Perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas No. 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg yang dilakukan terdakwa Tri Joko Raharjo bin 
Giman Dwi Karsono terhadap korban Joko Supriyanto, penuntut umum 
mengajukan alat bukti yang sah yaitu keterangan-keterangan saksi dari Larno 
Bin Madya Masi Sasana Alm, Bagus Agung Wibowo Bin Sudirman, 
Cahyono Budi Santoso, kemudian keterangan terdakwa, dan alat bukti surat 
yang berupa Visum Et Repertum. Setelah majelis hakim menghubungkan dan 
menyesuaikan antara satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut dan dinilai 
cukup kebenarannya maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum. Setelah 
memperoleh fakta-fakta hukum, hakim mempertimbangkan apakah fakta-
fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan 
penuntut umum. Hal tersebut untuk  membuktikan apakah terdakwa bersalah 
atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan penuntut umum.  
                                                          
133
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Majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang 
memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan penuntut umum maka majelis 
hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 310 ayat (4) 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang berbunyi: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” 136 
Tugas hakim setelah terdakwa terbukti bersalah adalah menentukan 
seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam 
menjatuhkan hukuman, hakim juga harus memperhatikan mengenai keadaan-
keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang berbunyi: 
“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 
tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
terdakwa”137 
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Dua hal tersebut yaitu keadaan-keadaan yang meringankan dan 
keadaan-keadaan yang memberatkan,  memang dapat menjadi acuan untuk 
menentukan tinggi rendahnya hukuman walaupun itu tetap tidak bisa menjadi 
patokan mutlak mengenai nilai pemidanaan artinya hakim akan tetap 
mempertimbangkan dua hal tersebut namun ukuran berat dan ringan yang 
dituangkan dalam bentuk nilai pidana akan menjadi standar penilaian masing-
masing hakim secara bebas, kecuali dalam hal penjatuhan pidana minimal dan 
pidana maksimal, maka keadaan yang memberatkan dan keadaan yang 
meringankan akan sangat menentukan.
138
 
Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan 
terdakwa adalah perbuatannya yang menyebabkan orang lain meninggal 
dunia. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa menyesali 
perbuatannya dan berjanji tidak aan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa 
belum pernah dihukum, dan antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada 
perdamaian dan terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga 
korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 
Setelah hakim mempertimbangkan semuanya diantaranya fakta-fakta 
hukum yang ada kemudian juga mempertimbangkan keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama satu bulan dari tuntutan 
jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara selama satu bulan limabelas hari.  
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Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah 
tepat. Memang putusan tersebut terbilang ringan namun hal tersebut juga 
dikarenakan tuntutan penuntut umum yang sudah ringan kemudian putusan 
tersebut juga sudah memuat pertimbangan-pertimbangan hakim secara 
terperinci sampai keadaan-keadaan yang meringankan yang menjadikan 
putusan hakim ringan dan hal-hal tersebut telah tertulis jelas dalam putusan. 
Salah satunya adalah tentang adanya pemberian uang duka kepada keluarga 
korban atau biasa kita sebut dengan santunan. 
Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang pemberian 
santunan yang mana dalam perkara ini dapat dilihat dari pemberian uang duka 
kepada keluarga korban sebesar Rp. 25.000.000,-. Pemberian santunan 
tersebut menjadi salah satu keadaan yang meringankan terdakwa. Walaupun 
tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa pemberian santunan yang 
dilakukan terdakwa kepada korban menjadi pertimbangan hakim. Dalam 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan diatur tentang santunan kecelakaan lalu lintas, namun 
santunan yang dimaksud diberikan oleh perusahaan asuransi bukan diberikan 
oleh pelaku dan walaupun telah memberikan santunan ataupun semacamnya, 
hal tersebut tidak dapat menggugurkan tuntutan pidana, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi: 
“ Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, Pemilik, 
dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan 
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kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya 
pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”139 
 
Pemberian santunan oleh terdakwa dalam perkara ini, hanya 
pemberian sukarela yang diberikan terdakwa untuk meringankan beban 
keluarga korban dan untuk mencapai kesepakatan perdamaian diantara kedua 
belah pihak. Dengan adanya pemberian santunan ini, terdakwa menunjukkan 
iktikad baiknya dan menunjukkan rasa perhatiannya bagi korban dengan 
memberikan ganti rugi berupa santunan kepada keluarga korban sebagai uang 
duka cita.  
Pemberian santunan merupakan bentuk perlindungan terhadap korban. 
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan memang dijelaskan tentang adanya  ganti rugi, namun ganti 
rugi disini hanya sebatas pada penggantian biaya yang nyata-nyata telah 
dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Sedangkan kerugian yang immaterial 
tidak dapat diterima. Padahal dalam perkara ini, kerugian yang dirasakan oleh 
keluarga korban adalah kerugian immaterial karena telah kehilangan nyawa 
korban. Apabila korban atau pihak yang dirugikan ingin menuntut kerugian 
yang immaterial tersebut, maka dapat ditempuh dengan gugatan perdata, 
dengan memerhatikan kompetensi pengadilan negeri di tempat tinggal atau 
kediamannya terdakwa (tergugat).
140
 Namun hal ini belum pasti memuaskan 
korban, dikarenakan melalui gugatan perdata akan memakan waktu yang 
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lama dan belum tentu gugatan dikabulkan seluruhnya.
141
 Sementara denda 
yang terdapat dalam sanksi pidana merupakan denda yang ditujukan pada 
negara bukan kepada korban atau keluarga korban.   
Pemberian santunan kepada keluarga korban saya rasa telah tepat 
apabila dijadikan salah satu keadaan yang meringankan terdakwa. Di dalam 
rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru bahkan 
disebutkan ketika terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban 
maka pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan. Pada zaman sekarang 
banyak pelaku yang lebih memilih untuk berdamai dengan korban dan/ atau 
keluarga korban dengan memberi santunan sesuai kesepakatan kedua belah 
pihak. Bahkan, di dalam pemeriksaan saat persidangan berlangsung, biasanya 
hakim akan menanyakan apakah sudah memberikan santunan kepada korban 
ataupun keluarga korban. Jika sudah maka hal ini akan menjadi hal yang baik 
bagi terdakwa karena terdakwa telah memberikan suatu bentuk perhatian 
kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan setelah terjadinya perbuatan pidana 
tersebut dengan memberikan santunan itu. 
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hakim akan 
mempertimbangkan pemberian santunan yang dilakukan oleh terdakwa 
kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu hal yang 
meringankan terdakwa. Dasar hukum bagi hakim mempertimbangkan hal 
semacam ini tidak ada aturan tertulisnya. Namun hal ini berkaitan dengan 
keyakinan hakim yang dilandaskan dengan nilai dan kaidah yang hidup dan 
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berkembang di masyarakat. Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu 
yang terbukti di persidangan kemudian hakim akan menggunakan 
keyakinannya dalam memutus suatu perkara sesuai dengan fakta-fakta dalam 
persidangan. Sehingga hakim akan mempertimbangkan pemberian santunan 
tersebut sebagai bentuk perhatian terdakwa terhadap keluarga korban dan 
untuk mencapai kesepakatan damai dengan keluarga korban. 
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Santunan Dalam 
Putusan No. 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg Tentang Kecelakaan Lalu Lintas 
Dalam hukum pidana Islam memang tidak mengenal istilah santunan. 
Maka dari itu, penulis menggunakan metode qiya>s untuk menyamakan suatu 
hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang 
sudah memiliki nash hukum sebab sama dalam ‘illat hukumnya.142 Penulis 
menyamakan santunan dengan diyat, dasar hukumnya dalam Q.S An-Nisa‟ 
ayat 92. 
                         ... 
Artinya: Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah 
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 
beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu)…143 
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Ayat tersebut memang tidak menyebutkan tentang pemberian 
santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, namun memiliki ‘illat hukum 
yang sama yaitu sama-sama menyebabkan korban meninggal dunia dengan 
tidak sengaja, sehingga hukuman yang diberikan adalah diyat. Diyat 
merupakan harta yang diberikan kepada korban bukan kepada kas negara.  
Sebagaimana yang dikemukakan Sayid Sabiq bahwa diyat adalah sejumlah 
harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana 
(pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau 
walinya.
144
 Sama halnya dengan pengertian santunan yang merupakan uang 
pengganti kerugian. Hal ini sesuai dengan  kasus ini yaitu santunan yang 
diberikan langsung kepada korban atau keluarga korban. 
Pengertian diyat secara terminologi adalah harta yang wajib dibayar 
dan diberikan oleh pelaku jina>yat kepada korban atau walinya sebagai ganti 
rugi, disebabkan jina>yat  yang dilakuan oleh si pelaku kepada korban.145 
Diyat terbagi menjadi dua yaitu diyat mugallaz}ah dan diyat mukhaffafah.  
Adapun penerapan diyat tersebut sesuai dengan klasifikasi perbuatan 
yang dilakukan. Dalam perkara Pengadilan Negeri Karanganyar 
186/Pid.Sus/2017/PN.Krg dengan terdakwa Tri Joko Raharjo bin Giman Dwi 
Karsono termasuk pembunuhan tidak sengaja. Hal tersebut dilihat dari niat 
dan tujuan terdakwa. Jika dilihat dalam perkara ini tidak terlihat adanya niat 
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terdakwa untuk melakukan pembunuhan, hal ini dapat dilihat dari keadaan 
terdakwa yang waktu itu sedang sakit dan traffic light dalam kondisi mati 
sehingga sebelum melewati perempatan terdakwa sempat membunyikan 
klakson dan mengurangi kecepatan namun saat melewati perempatan 
terdakwa hanya sebentar melihat ke arah kanan (arah datangnya korban) 
itupun terhalangi oleh tembok. Tidak adanya niat terdakwa dalam melakukan 
perbuatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak bertujuan 
menghilangkan nyawa korban, sehingga perbuatan terdakwa tergolong 
pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. 
Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang terjadi tidak dengan 
sengaja, dalam arti tidak terdapat padanya unsur kesengajaan untuk 
menghilangkan nyawa seseorang, baik tidak sengaja dalam berbuat, maupun  
tidak  sengaja dalam sasaran.146  Dalam  istilah fiqh disebut لتقلا ءاطخلا .147 
Walaupun pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dilarang Allah 
dengan larangan yang keras, namun karena si pelaku pembunuhan sama 
sekali tidak bermaksud melakukannya maka dia tidak bersalah dalam 
perbuatan tersebut dalam arti dikecualikan dari larangan Allah.
148
 Hal ini 
sesuai dengan Hadits Nabi : 
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  ْنَع َعَضَو َللها َّنِإ َلَاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِّيِبَّنلا ِنَع اَمُه ْ نَع ُللها َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع 
وجام نبا هاور .ِوْيَلَع اوُِىرْكُتْسا اَمَو َناَيْسِّنلاَو ََأطَخْلا ْيِتَُّمأ يقهيبلاو مكاحلاو               
Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda, 
“Sesungguhnya Allah mengampuni (beberapa kesalahan) umatku 
dikarenakan keliru, lupa, dan karena dipaksa.” (HR. Ibnu 
Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi).
149
 
 
Dalam hadits di atas, Allah mengutamakan umat ini dengan 
menghilangkan berbagai kesulitan dan memaafkan kesalahan dan lupa. Jadi 
Allah tidak menghukum seseorang kecuali jika dia sengaja berbuat ma’s }iat 
dan hatinya telah berbuat ma‟siat untuk melakukan penyimpangan dan 
meninggalkan kewajiban secara sukarela.  
Pembunuhan tidak sengaja dijelaskan dengan firman Allah dalam 
surah An-Nisa‟ ayat 92: 
                  
Tidak boleh seorang mukmin membunuh orang mukmin kecuali karena 
tersalah.
150
 
 
Mengenai karena tersalah atau ketidaksengajaan dalam pembunuhan 
yang disebut dalam ayat ini, ialah ketidaksengajaan yang disebabkan karena 
kecerobohan yang sesungguhnya dapat dihindari oleh manusia yang normal. 
Misalnya apabila seorang akan melepaskan tembakan atau lemparan sesuatu 
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yang dapat menimpa atau membahayakan seseorang, maka ia seharusnya 
meneliti terlebih dahulu, ada atau tidaknya seseorang yang mungkin menjadi 
sasaran pelurunya tanpa sengaja. kecerobohan dan sikap tidak berhati-hati 
itulah yang menyebabkan pembunuh itu harus dikenai hukuman, walaupun ia 
membunuh tanpa sengaja, agar dia dan orang lain selalu berhati-hati  dalam 
berbuat terutama yang berhubungan dengan keamanan jiwa manusia 
lainnya.
151
 
Sanksi hukuman pokok terhadap pembunuhan tidak sengaja adalah 
diyat.  Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa‟ ayat 92 yang telah 
disebutkan di atas. Diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah diyat 
mukhaffafah.  Diyat mukhaffafah adalah diyat yang diperingan. Keringanan 
tersebut dapat dilihat dari kewajiban pembayaran dibebankan kepada ‘aqi>lah 
(keluarga), pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun. Komposisi diyat 
dibagi kepada lima kelompok yaitu 20 ekor unta bintu makha>d} (unta betina 
umur 1-2 tahun), 20 ekor unta ibnu  makha>d} (unta jantan umur 1-2 tahun), 20 
ekor unta bintu labu>n (unta betina umur 2-3 tahun), 20 ekor unta h}iqqah 
(umur 3-4 tahun), 20 ekor unta jadza‘ah (umur 4-5 tahun).152 
Hukuman pokok lainnya bagi pembunuhan tidak sengaja adalah 
hukuman kafa>rah. Hukuman kafa>rah yaitu memerdekakan hamba sahaya 
yang beriman dan dapat diganti dengan kewajiban berpuasa selama dua bulan 
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berturut-turut bila pembunuh tidak dapat melakukannya disebabkan 
ketidakmampuannya atau karena ia tidak memperoleh hamba sahaya yang 
beriman.  
Apabila kita melihat kepada ketentuan sanksi diyat terhadap 
pembunuhan tidak sengaja yaitu membayar 100 ekor unta yang mana harga 
satu ekor unta di Saudi Arabia pada hari ini adalah 5.475 Riyal, kalau 
dirupiahkan menjadi Rp. 20.740.000,- 
153
. Apabila pelaku pembunuhan tidak 
sengaja membayar dengan dinar maka pelaku harus mengeluarkan 1000 
dinar, yang mana 1 dinar emas pada saat ini berkisar 4,25 gram dengan 
kemurnian 22 karat, bila dirupiahkan menjadi Rp. 2.765.953,-
154
 dan apabila 
dikalikan 1000 dinar maka hasilnya Rp. 2.765.953.000,-. Jika dibandingkan 
dengan santunan yang diberikan terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- masih 
kurang dan jauh ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, baik dari segi 
materil maupun materiil. 
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam 
pembunuhan tidak sengaja dan hukuman pokoknya diyat, namun hukum 
diyat sendiri tidak dilaksanakan di Indonesia. Walaupun tidak dilaksanakan di 
Indonesia, namun setidaknya konsep diyat sudah mulai masuk ke Indonesia, 
walaupun tidak sepenuhnya. Hakikat yang terkandung dalam konsep pidana 
diyat adalah adanya prinsip pembalasan terhadap kejahatan, prinsip 
                                                          
153
 Harga Unta di Saudi Arabia https://www.hajjsolutions.com/prices/ diakses pada 20 
Desember 2019.  
 
154
 Harga Dinar http://geraidinar.com/grafik-dinar diakses pada 05 Januari 2020. 
 
88 
 
 
 
perlindungan terhadap korban atau keluarganya, dan prinsip perdamaian dan 
pemaafan yang sangat ditekankan antara terpidana dan keluarga korban. 
155
 
Hakikat yang terkandung dalam konsep pidana diyat dapat kita lihat 
dalam kasus ini, yang mana terdakwa dan keluarganya  memberikan santunan 
secara langsung kepada keluarga korban. Hal itu merupakan salah satu bentuk 
perlindungan bagi korban atau keluarganya secara langsung. Selain itu 
dengan adanya pemberian santunan, terdakwa dengan keluarga terdakwa 
tercapailah suatu perdamaian. Dalam konsep diyat ini tidak hanya 
memikirkan tentang pemberian hukuman kepada terdakwa, namun juga 
memperhatikan hak-hak korban atau walinya. 
Hikmah dari pemberian santunan tersebut sama seperti hikmah diyat. 
Bagi pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada 
keluarga terbunuh, pembunuh akan merasakan kehidupan baru yang aman 
dan juga akan bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa 
berharganya kehidupan. Bagi pihak keluarga terbunuh, dengan menerima 
denda dengan cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk 
kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.
156
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hakim menjatuhi putusan kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan 
Negeri Karanganyar No. 186/Pid.Sus/2017/PN.Krg  yaitu berupa pidana 
penjara selama 1 bulan. Hal ini memang dirasa ringan jika dibandingkan 
pidana yang diperbuat. Namun sebelum memutuskan perkara, hakim 
terlebih dahulu akan mempertimbangkan segala yang terungkap 
dipersidangan. Salah satunya adalah terdakwa telah memberikan santunan 
kepada keluarga korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta 
rupiah). Hakim mempertimbangkan pemberian santunan terhadap korban 
sebagai salah satu hal yang meringankan terdakwa. Dasar hukum bagi 
hakim mempertimbangkan hal semacam ini tidak ada aturan tertulisnya. 
Namun hal ini berkaitan dengan keyakinan hakim. 
2. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hukum pidana islam termasuk 
pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan bersalah dan sanksi hukuman 
pokok bagi pembunuhan tidak sengaja adalah diyat mukhaffafah (diyat 
yang diperingan). Jika dikaitkan dalam perkara ini, terdakwa telah 
memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 25.000.000,- 
(dua puluh lima juta rupiah). Dalam hukum pidana Islam memang tidak
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mengenal istilah santunan. Namun dilihat dari pengertian santunan yang 
merupakan uang pengganti kerugian maka dapat disamakan dengan diyat. 
Meskipun diyat bersifat hukuman, namun diyat merupakan harta yang 
diberikan kepada korban bukan kepada kas negara. Sebagaimana yang 
dikemukakan Sayid Sabiq bahwa diyat adalah sejumlah harta yang 
dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan 
atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Sama 
halnya dengan santunan dalam kasus ini yang diberikan langsung kepada 
korban atau keluarga korban. 
B. Saran 
Setelah melakukan penelitian dan telah mengetahui hasilnya, maka 
penulis akan memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut : 
1.  Bagi masyarakat baik yang mengendarai kendaraan maupun pejalan kaki 
diharapkan dapat mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada dan 
peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dapat 
meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. 
2. Bagi masyarakat selain mengikuti peraturan-peraturan yang ada, juga 
perlu mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya dapat terhindar dari 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum sehingga dapat mencegah 
terjadinya kecelakaan lalu lintas. 
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3.  Pemberian santunan atau ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas 
diharapkan dapat dijadikan sebagai hakim untuk tidak menjatuhkan 
pidana bagi terdakwa sesuai dengan konsep RKUHP 2013, sehingga 
putusan hakim lebih mengarah pada upaya restorasi daripada pembalasan. 
Bagi aparat penegak hukum, selain memperhatikan pemidanaan terhadap 
terdakwa, juga harus memperhatikan hak-hak yang harus didapatkan 
korban 
 
 
  
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
A. P. KAU, Sofyan, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk 
Penulisan Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013. 
 
Abas, Zainul, “Hak Asasi Manusia Dalam Diskursus Pemikiran Islam 
Kontemporer”, Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 13 Nomor 1, 2015. 
 
Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, Bulughul Maram, “Kitab Pidana”, Jakarta: 
Akbar Media,2012.  
 
Ali, Zainudin,  Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-4, Jakarta : Sinar Grafika, 
2013. 
 
Al-Maragi, Ahmad Mustafa, Tafsir Al-Maragi Juz V, Semarang: PT. Karya Toha 
Putra, 1993. 
 
Amiruddin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2004. 
 
Ash-Shan‟ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, Subulus Salam, “Kitab Pidana”, 
Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017. 
 
Audah, Abdul Qadir, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III, Jakarta: PT 
Kharisma Ilmu. 
 
Bagus, B.A. Ida dan Made Gede Subha K. R, “Santunan Oleh Pelaku Tindak 
Pidana Terhadap Korban Kejahatan Dikaji Dari Kitab Undang –Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP)” (Bali: Fakultas Hukum Universitas 
Udayana), hlm. 3. Dikutip dari  https://ojs.unud.ac.id  diakses pada 26 
November 2019. 
 
Burlian, Paisol, Implementasi Konsep Hukuman Qishash DI Indonesia, Jakarta: 
Sinar Grafika, 2015. 
 
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, Jakarta: Penerbit Lentera 
Abadi, 2010 
 
Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, Solo: PT Tiga Serangkai 
Pustaka Mandiri, 2009. 
 
  
 
 
Dewata, Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum 
Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. 
 
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Pengantar 
Rekayasa Keselamatan Jalan, Jakarta: Sub Direktorat Teknik 
Lingkungan dan Keselamatan Jalan, 2011. 
 
Effendi, Tolib, Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana pada 
Pengadilan Tingkat Pertama, Malang: Setara Press, 2016. 
 
Habibie, Sultan Tirta Mulya, “Tinjauan Terhadap Sanksi Hukum Kecelakaan 
Kendaraan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut 
Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Inten. Lampung. 
2017. 
 
Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Cet. Ke-2, Bandung:CV. 
Pustaka Setia, 2010. 
 
Hamzah, KUHP & KUHAP, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.. 
 
Hamzah, Andi, Delik- Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 
 
Hamzah, Andi, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. 
 
Hartono, Penyidikan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum 
Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
 
Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam fiqh Jinayah 
Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana islam, Bandung: Pustaka setia, 
2013. 
Helmi, Muhammad, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan 
Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia,” Jurnal Mazhab, 
(Samarinda) Vol.XIV Nomor 1, 2015. 
 
Hendrawan, M. Budi, dkk, “Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap 
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di 
Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang”, USU 
Law Journal, (Sumatera), Vol. 3 Nomor 1, 2015, hlm. 58. Dikutip dari 
https://jurnal.usu.ac.id/ diakses pada 27 November 2019. 
 
  
 
 
https://www.bps.go.id/   diakses 12 Pebruari 2019, pukul 08.35. 
 
http://www.korlantas-irsms.info/graph/accidentData?lang=id  diakses 12 Pebruari 
2019, pukul11.32. 
 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada 28 November 2019. 
 
http://pn-karanganyar.go.id/ diakses  15 Januari 2020. 
 
https://www.hajjsolutions.com/prices/ diakses pada 20 Desember 2019.  
 
http://geraidinar.com/grafik-dinar diakses pada 05 Januari 2020. 
 
 
Hully, Risthy Marleny, “Analisa Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas dan 
Penanganannya (Studi Kasus : Jalan Tol Cawang – Tomang – 
Cengkareng)”, Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Bina Nusantara, Jakarta, 
2015. 
 
Ikrom, Dafid Wal, “Mengurangi Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Audit 
Keselamatan Kerja (Studi Kasus Jalan Kalimantan Kota Bengkulu)” 
Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014. 
 
Indah, Maya, Perlindungan Korban suatu Perspektif Viktimologi dan 
Kriminologi, Jakarta: Kencana, 2014. 
 
Julijanto, Muhammad, “Dampak Pencabutan Kepres No. 3 Tahun 1997 
(Perspektif Maqas}id Syari’ah)”, Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta), Vol. 13 
Nomor 1, 2015. 
 
Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fikih, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka 
Amani, 2003. 
 
Merpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & 
Penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika, 2004. 
 
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2002. 
 
Munajat, Makhrus, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009. 
  
 
 
 
Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 
 
Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf, Syarah Hadits Arba‟in Dilengkapi Tabel 
Ringkasan Hafalan Hadits Arba‟in An-Nawawi, 2016.. 
 
Nazir, M. Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
 
Oktavian, Evanggelin, “Ganti Rugi Terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Lalu 
Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Tanpa 
Menghapus Atau Mengurangi Pertanggung Jawaban Pidana”, Jurnal Lex 
Crimen, (Manado) Vol. 7 Nomor 10, 2008. 
 
Pakpahan, Meirita, “Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Yang Menyebabkan 
Kematian Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak”, Skripsi, Fakultas 
Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014. 
 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas 
 
Peraturan Pemerintah RI  Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu 
Lintas. 
 
Prasetyo, Bagus, dkk., “Analisis Yuridis Pemberian Santunan Kepada Korban 
Dalam Tindak   Pidana   Lalu   Lintas   Jalan”, Jember:   Fakultas   
Hukum,  2013, Dikutip  dari repository.unej.ac.id diakses 17 November 
2019. 
 
Prasetyo, Ridwan Eko, Hukum Acara Pidana, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015. 
 
Priyanto, Anang, Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta: Ombak, 2012. 
 
Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Cet. Ke-3 
Bandung: PT. Refika Aditama, 2010. 
 
Qadratillah, Meity Taqdir, dkk. Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Jakarta: 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011. 
 
Rahmadi, Septian, “Kecelakaan Lalu Lintas Di Kecamatan Duren sawit Jakarta 
Timur”, Skripsi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Indonesia, Depok, 2011. 
  
 
 
 
Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, 
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. 
 
Renggong, Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar 
KUHP, Jakarta: Kencana, 2016. 
 
Rifai, Achmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum 
Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
 
Rizkiyah, Qoatur, “Penerapan  Restorative Justice dalam Perkara Kecelakaan lalu 
Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam 
(Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2014/Pn.Jpa)”, Skripsi, 
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo. Semarang. 2017. 
 
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar  No.186/Pid.Sus/2017/PN.Krg. 
 
Samosir, Djisman, Hukum Acara Pidana, Bandung: Nuansa Aulia, 2018. 
 
Saputra, Abadi Dwi, “Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia 
Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi 
Dari Tahun 2007-2016)”, Warta Penelitian Perhubungan, Vol. 29 
Nomor 2 Tahun 2017, dikutip dari ojs.balitbanghub.dephub.go.id diakses 
6 November 2019. 
 
Saragih, Hotmarta Adelia, “Eksistensi Perdamaian Antara Korban dengan Pelaku 
Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pemidanaan (studi 
Kasus Pengadilan Negeri Medan)” (Medan: Fakultas Hukum, 2014), 
dikutip dari https://jurnal.usu.ac.id/ diakses 17 November 2019. 
 
Setyowati, Dina Lusiana, dkk., “Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada 
Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda”, The Indonesian 
Journal of Occupational Safety and Healt, Vol. 7 Nomor 3, 2018, hlm. 
334, dikutip dari https://e-journal.unair.ac.id diakses 6 November 2019. 
 
 sipp.pn-karanganyar.go.id diakses 11 Desember 2019. 
 
Sodiqin, Ali, Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam, Yogyakarta: 
Tiara Wacana, 2010. 
 
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia,1996. 
  
 
 
 
Sofyan, Andi dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: 
Prenamedia Group, 2014. 
 
Susilo, Kristianto Joko, “Santunan Bagi Korban Meninggal Atau Luka Berat 
Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi, 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006. 
 
Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2010. 
 
UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 
Undang –undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. 
 
Wahid, Abd., “Tinjauan Hukum Terhadap santunan Bagi Keluarga Korban 
Meninggal atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 
(Palu) Vol. 1 Edisi 3, 2013, hlm. 6. Dikutip dari http://jurnal.untad.ac.id/ 
diakses 17 November 2019. 
 
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 
89. 
 
Waluyo, Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cet. Ke-4, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 
 
Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hukum 
Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-
Perkara Pidana, Bandung: Alfabeta, 2013. 
 
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqih, terj. Saefullah Ma‟shum, dkk, Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
1. Nama   : Kharir Nur Annisa 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 18 Mei 1996 
3. Jenis Kelamin  : Perempuan 
4. Nama Ayah  : Agus Muladi, SH. 
5. Nama Ibu   : Siti Pujiatminingsih 
6. Alamat   : Bekon Rt 01 Karang Malang Masaran Sragen 
7. Riwayat Pendidikan:  
a. TK Pertiwi Kaliwuluh 2 Lulus Tahun 2002. 
b. SD N 3 Kaliwuluh Lulus Tahun 2008. 
c. SMP N 2 Kebakkramat Lulus Tahun 2011. 
d. SMA Budi Utomo Perak Lulus Tahun 2014. 
e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2015. 
 
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
Surakarta, 17 Januari 2020 
Hormat saya, 
 
 
          Kharir Nur Annisa 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
. 
 
 
. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
